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Organisasi yang berkhidmat pada peningkatan kesehatan Ibu dan Anak Indonesia
dengan beragam pendekatan kolaboratif. Pada program Stunting, Teori Perubahan kami
adalah Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan kunci di tingkat Desa untuk

perencanaan dan implementasi program stunting yang berkualitas dan berbasis data.



KATA PENGANTAR DARI WAKIL GUBERNUR NTB

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di beberapa daerah di
Indonesia. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi
anak stunting tertinggi dalam dua dekade terakhir. Stunting mempengaruhi sekitar sepertiga
anak NTB dengan konsekuensi seumur hidup baik untuk perkembangan fisik maupun mental.
Tidak dipungkiri, penyebab stunting sangat kompleks dan beragam, yang terletak mulai dari
level orangtua, keluarga, hingga level masyarakat.

Kami meyakini bahwa generasi gemilang ditandai dengan generasi yang sehat. Oleh sebab
itu, sejak awal pemerintahan kami, penanganan isu-isu kesehatan menjadi salah satu
program prioritas pemerintah NTB untuk melahirkan generasi sehat dan cerdas. Upaya dan
inovasi program pemerintah provinsi terus kami kembangkan dan tingkatkan dalam
penanganan isu-isu kesehatan salah satunya melalui Posyandu Keluarga. lkhtiar ini
membutuhkan komitmen yang kuat serta kerja-kerja kolektif dan kolaboratif dari berbagai
elemen dan jenjang, mulai dari level pemerintah provinsi hingga pemerintah desa. Selain itu,
sinergi bersama komunitas dan organisasi non-pemerintah juga terus dijalin dalam melakukan

percepatan penanganan kasus stunting di daerah NTB.

Upaya kolektif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak membuahkan hasil dalam
penurunan kasus stunting dari tahun ke tahun di provinsi NTB. Mulai dari 48,3% prevalensi
stunting di tahun 2010 menjadi 31,40% di tahun 2021 berdasarkan laporan Studi Status Gizi
Indonesia (SSGI). Dengan aktifnya seluruh Posyandu Keluarga yang berjumlah 7.656 di NTB
sejak tahun 2021, kami sudah mendapatkan data stunting by name by address dengan input
hampir 100%. Di tahun 2022, data terbaru hingga September menunjukkan bahwa prevalensi
stunting di NTB mencapai 17,7% (dari target 18%). Target kami berupaya menekan angka
stunting hingga mencapai 16% pada tahun 2023 dan di bawah 14% pada tahun 2024. Kami
optimis dapat mencapai target tersebut dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan
posyandu keluarga. Untuk mewujudkan harapan tersebut, upaya strategik dan kolaboratif
dengan fokus pelibatan dan pemberdayaan pemerintah desa sebagai frontliner di jenjang
pemerintahan terdepan menjadi sangat krusial.

Sebagai pemimpin daerah NTB, saya sangat menyambut baik atas terbitnya buku PANDUAN
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PROGRAM
PENCEGAHAN STUNTING DI DESA yang dikembangkan oleh Save Next Generation
Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi NTB. Buku panduan ini menjadi
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rujukan penting dalam aksi strategis sebagai upaya akselerasi penanganan stunting dengan
memperhatikan 30 indikator intervensi yang spesifik dan sensitif. Para kepala desa dan
pemangku kepentingan di level desa diharapkan bisa merujuk buku panduan ini dalam
menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program akselerasi
pencegahan dan penanganan stunting di desa. Selamat bekerja untuk menciptakan

peradaban generasi masa depan yang lebih gemilang.

Mataram, 9/9/2022.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat,

—

jalilah, M.Pd.
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan angka stunting NTB masih cukup tinggi
sebesar 37,2% yang artinya 3-4 dari 10 anak mengalami stunting. Angka ini sudah
mengalami penurunan dibandingkan data riset yang sama tahun 2013 (48,3%) sedangkan
tahun 2010 (48,3%). Sejalan dengan kebijakan nasional pemerintah Provinsi NTB saat ini
berupaya keras untuk perang melawan stunting dengan mengeluarkan beberapa kebijakan
dan arahan. Demikian juga dengan kabupaten yang mengikuti kebijakan dan arahan dari

pusat dan provinsi untuk perang melawan stunting.

Untuk memperoleh hasil yang optimal perlu dilakukan inovasi- inovasi yang luar biasa yang
dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai desa. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan
adalah dengan memberdayakan desa yang sejalan dengan kebijakan dari pusat yaitu

membangun dari desa.

Peran pemerintah desa saat ini sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan desa sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun dari
desa sehingga desa mendapatkan alokasikan anggaran yang cukup besar. Untuk itu
pemangku kepentingan di desa terutama kepala desa harus mempunyai kemampuan dalam
melakukan perencanaa, penganggaran , pelaksanaan, dan monev agar dana yang
dialokasikan dapat benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Berbagai dukungan dan pendampingan untuk pemerintah desa dalam mengelola dana desa
telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang optimal terutama dalam
mengalokasikan dana untuk program pencegahan dan penanganan stunting. Untuk itu perlu
dilakukan sebuah terobosan agar pemerintah desa paham dan mampu mencegah dan
menangani stunting melalui sebuah perencanaan, pengangggaran, pemantauan dan evalausi

yang efektif. Sebagai panduan bagi aparat desa dalam menyusun perencanaan,
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penganggaran dan melaksanakan program kegiatan serta melakukan pemantauan evaluasi

perlu disusun sebuah panduan operasional.

Panduan Operasional ini berisi alur mekanisme dalam Menyusun perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berpedoman pada indikator

intervensi spesifik dan sensitif yang merupakan indicator dari Peraturan Presiden no. 72

tentang percepatan penurunan Stunting dan indicator berdasarkan determinan penyebab
stunting di NTB.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud dari dibuatnya panduan ini adalah untuk memudahkan kepala desa, aparat

desa dan para pemangku kepentingan di desa dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi untuk program pencegahan dan penanganan

stunting.

2. Tujuan
Umum : Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan pencegahan

dan penanganan stunting

a.

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan para pemangku kepentingan terkait
dalam Menyusun perencanaan dan penganggaran dana desa untuk pencegahan
dan penanganan stunting.

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan para pemangku kepentingan terkait
dalam melaksanakan program pencegahan dan penangaganan stunting di tingkat
desa

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan para terkait dalam melakukan
monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penangaganan stunting di
tingkat desa

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan para pemangku kepentingan dalam
menentukan sasaran penerima program agar terjadi konvergensi.

Meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan para pemangku kepentingan
tentang 30 indikator intervensi spesifik dan sensitive (sesuai dengan Peraturan
Presiden no. 72 tahun 2021) serta satu indikator tambahan sesuai keadaan lokal

provinsi NTB yaitu Pencegahan pernikahan dini.
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C. Sasaran

Sasaran dalam penerapan panduan operasional ini adalah para pemangku
kepentingan kunci di tingkat desa, seperti aparat Desa, kader Posyandu, PKK,
pendamping Desa, dan lain-lain yang terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan
program, monitoring evaluasi Program Stunting di Desa.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dengan adanya panduan operasional ini adalah

1. Desa mampu menyusun perencanaan dan penganggaran stunting berdasarkan
30 indikator yang telah di sepakati.

2. Desa mampu melaksanakan program kegiatan sesuai dengan yang telah
direncanakan

3. Desa mampu melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dengan
efektif

4. Terjadi konvergensi program di tingkat desa
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan
Gizi

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2019

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri
Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan = Pembangunan  Nasional = Nomor
01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden no. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
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lll. KONSEP DASAR

Konsep dari mekanisme ini adalah meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan di
desa (terutama kepala desa) dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan penanganan stunting.

Panduan operasional ini berisi alur mekanisme bagaimana desa membuat program untuk
pencegahan dan penanganan stunting berdasarkan masalah yang ada di desa nya dengan
memakai indikator pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan Prepres 72 dan
determinan penyebab stunting di NTB.

Panduan operasional ini mempermudah pemerintah desa dan para pemangku kepentingan
di tingakt desa dalam menyusun rencana kegiatan agar sesuai dengan masalah yang ada,
sesuai dengan kemampuan desa dan tepat sasaran.

Mekanisme yang ada dalam panduan operasional ini tidak terpisah dengan mekanisme
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan yang sudah ada di tingkat
desa. Mekanisme yang di dibuat ini adalah untuk mempertajam penyusunan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pematauan dan evaluasi untuk program pencegahan dan
penanganan stunting. Mekanisme ini terkait juga dengan peran Kader Pembangunan Manusia
dari Kementrian Desa dan Pendamping Keluarga dari BKKBN.
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IV. DEFINISI DAN KETENTUAN

Definisi

a.

Indikator Pencegahan dan penanganan stunting
Adalah indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur dalam program pencegahan

dan penanganan stunting.

Intervensi Sensitif

Adalah intervensi gizi yang secara tidak langsung mengatasi terjadinya stunting yang
meliputi 1) Peningkatan akses pangan bergizi; 2) Peningkatan kesadaran, komitmen
dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak; 3) Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan gizi dan Kesehatan; dan 4) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana
sanitasi. Intervesi gizi sensitif umumnya dilakukan diluar sektor Kesehatan.

Intervensi Spesifik

Adalah Intervensi gizi yang langsung mengatasi terjadinya stunting yang meliputi: 1)
Kecukupan asupan makanan dan gizi; 2) Pemberian makan, perawatan dan pola
asuh; dan 3) Pengobatan infeksi/penyakit. Umumnya diberikan oleh sektor
Kesehatan.

Konvergensi di tingkat desa

Adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir,
terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas
di tingkat desa.
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Kader Posyandu
Adalah anggota masyarakat yang dipilih dari, oleh masyarakat, serta mau dan
mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara suka

rela.

Kader PKK
Adalah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan wadah

dalam membina keluarga bermasyarakat di perkotaan maupun di pedesaan.

Kader Pembangunan Manusia adalah warga masyarakat yang dipilih melalui
musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi
masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

pembangunan sumberdaya manusia di Desa.

Keluarga Beresiko

Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko
Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak Remaja Puteri/Calon
Pengantin/lbu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua
puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin,

pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Tim Perencanaan dan Penanggaran Stunting
Tim yang dibentuk Kepala Desa yang bertugas melakukan proses perencanaan dan

penganggaran untuk program pencegahan dan penanganan stunting.

Tim Pemantauan dan Evaluasi stunting
Tim yang dibentuk Kepala Desa yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi

program pencegahan dan penanganan stunting dan diketuai oleh Sekretaris Desa.

Tim Pendamping Keluarga

Pendamping keluarga berseiko stunting yaitu mulai dari calon pengantin (catin)/calon
pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan paska salin,
dan anak 0-59 bulan.
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Musyawarah Desa
Adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Pembangunan Desa

Adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat “yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa” untuk menetapkan prioritas, program,
kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanani oleh APB Desa,

swadaya masyarakat dan APBD Kab/Kota.

RKP Desa

Adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa,
yakni APBDes.

APB Desa
Adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi
pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian

pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

2. Ketentuan

Agar panduan operasional ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan

hasil yang optimal, berikut ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

Desa menerima hasil Analisa situasi cakupan indicator terbaru dari tim stunting
kabupaten sebelum proses perencanaan desa (musyawarah desa) dimulai yaitu
antara bulan Januari sampai dengan Mei tahun berjalan.

Desa memakai data Analisa situasi (aksi 1) sebagai dasar melakukan Analisa
sederhana untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

Desa menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil Analisa sederhana dengan
memakai menu yang ada di buku panduan ini.

Rencana kegiatan yang diusulkan dibawa sebagai agenda dalam Rembuk Stunting
Desa sebagai wadah musyawarah.

Kepala Desa dan aparat desa lainnya telah mendapatkan pelatihan untuk
melaksanakan panduan ini.

Proses perencanaan dan penganggaran di lakukan sebelum desa melakukan

proses perencanaan dana desa.
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V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan operasional ini mencakup proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program untuk pencegahan dan penanganan

stunting.

Ruang lingkup panduan operasional ini untuk pencegahan dan penanganan stunting yang
fokus pada pencapaian 30 indikator yang telah disepakati di provinsi Nusa Tenggara Barat

dalam memantau kinerja program pencegahan dan penanganan stunting.
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VI. ALUR MEKANISME

Berikut ini adalah alur proses yang akan dilakukan oleh Desa untuk menghasilkan
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Terdapat tiga bagan

alur untuk menejelaskan proses secara detil :
Alur Proses Perencanaan dan Penganggaran

¢ Kepala Desa bersama Sekretaris desa melakukan persiapan yang meliputi

a. Kepala desa membentuk tim perencanaan dan penganggaran pencegahan dan
penanganan stunting (Tim PP Stunting) yang beranggotakan kader posyandu,
KPM, guru Paud, aparat desa, pendamping keluarga beresiko dan pemangku
kepentingan terkait lainnya di awal tahun (Januari)

b. Tim PP stunting berkoordinasi dengan Bidan Desa/Pustu/Puskesmas dan
kecamatan terkait data indikator tahun sebelumnya.

c. Ketua tim PP Stunting adalah Kepala Desa

e Ketua tim PP stunting melaksanakan FGD Analisa situasi data indikator yang bisa
dilaksanakan bersamaan dengan tahap Il Kegiatan Kader Pembangunan Manusia
(Lihat pedoman Kader Pembangunan Manusia).

FGD ini menghasilkan :
1. Analisa sederhana Indikator terpilih yang menggali permasalahan yang ada.
2. Rencana usulan Kegiatan yang diambil dari menu kegiatan Indikator (lihat

lampiran)

o Ketua tim membawa rencana usulan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting
ke dalam proses Musyawarah Desa untuk selanjutnya mengikuti alur perencanaan
dan penganggaran desa.
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Bagan 1 Alur Proses Perencanaan dan Penganggaran Desa
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Agar rencana kegiatan untuk stunting bisa masuk dalam RKP Desa berikut ini adalah

beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Proses Analisa situasi pencegahan dan penanganan stunting dilakukan pada
bulan Maret sampai dengan Mei.
Desa sudah mendapatkan data capaian 30 indikator dari Puskesmas/Dinas
Kesehatan atau Bappeda Kabupaten.
Desa sudah mempunyai data capaian SDG desa
Proses Analisa situasi dilakukan melalui diskusi Bersama para pemangku
kepentingan di tingkat desa.
Dilakukan bersamaan dengan kegiatan Tahap |l Kader Pembangunan Manusia
melalui Focus Group Discussion (FGD)/Diskusi kelompok terarah Desa.
Hasil FGD Ansit adalah sebagai berikut :
a. Analisa sederhana dari masing — masing capaian indikator penurunan
Stunting dan SDG desa
b. Prioritas masalah
c. Menyusun Rencana Kegiatan yang disusun dengan mengacu pada
permasalahan yang akan diselesaikan dengan melihat menu kegiatan
dari indikator-indikator yang telah ditetapkan (lihat lampiran) dan
sumber daya yang dimiliki desa.
d. Menentukan sasaran kegiatan sesuai dengan kebijakan konvergensi.
e. Rencana kegiatan dibawa dalam Rembuk Stunting Desa

Alur Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan

stunting yang didanai APB Desa dan dari APBD Kabupaten. Kepala desa dan aparat desa

mengawal jalannya program kegiatan — kegiatan tersebut.

Kepala Desa

Aparat Desa |:> APB Desa

KPM

Konvergensi
Pendamping <:> Program

Keluarga

Pemangku
Kepentingan

APBD Kabupaten

Bagan 2 Alur Pelaksanaan Program
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Alur Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur-unsur pemangku
kepentingan di tingkat desa. Pemantauan dilakukan setiap bulan sedangkan evaluasi
dilakukan di setiap akhir tahun anggaran.

Persiapan Monev

Persiapan Instrumen/checklist

Pelaksanaan
5 layanan Dasar (KIA, Gizi, Air dan Sanitasi,
Jaminan Sosial (PKH dan JKN). Paud
Ketahanan Pangan

Pembahasan dan Umpan Balik
kepada masyarakat

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Bagan 3 Alur Pemantauan dan Evaluasi

a. Persiapan
= Tim pemantauan dan evaluasi di bentuk oleh Kepala Desa dengan
memperhatikan unsur-unsur yang masuk dalam tim yaitu: Aparat Desa, BPD,

KPM, Kader Posyandu, Kader PKK, Guru, Paud, PPL Pertanian, Bidan/Perawat
di Desa, Petugas PKH.

= Ketua tim pemantauan dan evaluasi adalah Sekretaris Desa.

b. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

= Tim menentukan tangggal pelaksanaan pemantauan
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C.

= Tim menyiapkan checklist yang bisa didapat dari buku panduan KPM (dengan
menambah beberapa kegiatan yang belum masuk dalam format tersebut- lihat
lampiran)

* Pemantauan dilakukan setiap bulan melalui kunjungan ke sasaran program
sedangkan evaluasi dilakukan setahun sekali.

Pembahasan Hasil Pemantauan dan Evalauasi
Hasil pengamatan selama pemantauan dan evaluasi di bahas di tingkat desa. Jika
terdapat hambatan tim dapat mencarikan solusi setelah disepakati bersama.

Rekomendasi
Tim merumuskan rekomendasi untuk disampaikan kepada para pihak yang terkait
baik itu di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
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VIl. PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan kapasitas kepada para pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan
stunting di tingkat desa akan dilakukan agar dapat menjalankan perannya dengan optimal.

Berikut ini jenis — jenis pelatihan yang dapat dilakukan:

*» Analisa Situasi sederhana, Bagaimana merencanakan desain program dengan
terlebih dahulu membaca Ansit, mendiskusikan penyebab serta solusi;

* Menu Indikator Spesifik & Sensitif, mengapa perlu ditangani (hubungannya dengan
Stunting), menu program yang dapat dipilih, contoh simulasi anggaran, & pembagian
tugas.

= Kebijakan konvergensi dan pencegahan stunting di desa

* Monitoring dan Evaluasi, bagaimana melakukan pemantauan program dan evaluasi
atas keberjalanan serta hasil dari program;

= Pencatatan dan Pelaporan
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VIIl. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Kepala desa dibantu aparat desa akan membuat laporan terkait dengan keseluruhan proses
yaitu laporan bulanan dan tahunan. Untuk laporan bulanan dimasukan hasil pemantauan
bulanan (format ada dalam lampiran) tim pemantauan dan dari data pemantauan KPM.
Sedangkan laporan tahunan mencakup pencapaian seluruh program pencegahan dan
penanganan stunting di desa (Format terlampir).
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IX.PEMBINAAN

Agar proses ini mendapatkan hasil yang optimal perlu dilakukan pembinaan oleh Lembaga
pemerintah terkait di tingkat kabupaten dan kecamatan. Lembaga pemerintah tersebut
adalah:

Bappeda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

Dinas Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan

N o O ke Dd =

Dinas Pendidikan
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X.PENUTUP

Buku Panduan Operasional ini disusun sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Desa
dalam pencegahan dan penanganan Stunting di Provinsi NTB. Dengan harapan ada
peningkatan kapasitas dari Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan di tingkat desa
dalam pencegahan dan penanganan stunting. Dengan meningkatnya kapasitas pemangku
kepentingan di desa maka akan berkontribusi alam penurunan angka stunting di NTB.

Dukungan pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan menjadi kunci
akan keberhasilan desa dalam melaksanakan panduan operasional ini. Untuk itu perlu
dukungan yang terus menerus bahkan di replikasi di desa-desa yang lainnya.

Dengan upaya yang luar biasa ini diharapkan kemampuan desa dalam pencegahan dan
penanganan stunting meningkat yang pada akhirnya akan menurunkan prevalensi stunting.
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Lampiran 1. Kerangka Intervensi

1. Kerangka Intevensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Penanggulangan Stunting

Manfaat selama tahapan kehidupan

l morbidita; dan T ::fknei:\fi)::::a?k' I Kinerja sekolah dan Mgsibeden devisa I Kapasitas kerja,
matian di masa i roduktivitas
Eanelckanak D ey kapasitas belajar l Obesitas dan penyakit produktivi

tidak menular lainnya

The Lancet 2013

2. Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif menurut Kelompok sasaran

* Pemberian asam folat

* Suplementasi mikronutrien
* Suplementasi kalsium

i menu gizi

seimbang
berian besi dan asam

folat
«  Suplementasu iodin
* Pengendalian kebiasan
merokok Penurunan kesakitan
dan kematian ibu dan

> S - 3 o
1

kognitif, pertumbuhan

dan perkembangan
W neurodevelopmental

penyakit:

« Tatakelolak
Pencegahan & pengobatan akut berat

penyakit: * Tata kelola kasus malnutrisi
* Pencegahan malaria akut sedang

* Pemberian obat cacing * Terapi zinc untuk diare

* Penyediaan air, sanitasi dan

hygiene

* Pemberian makanan saat
diare

«  Pencegahan malaria

* Pemberian obat cacing
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3. Fokus Intervensi Gizi Terintegrasi

SENSITIF

Kemiskinan

Liid

' -

SPESIFIK
@

[\ Y

- ./ Pra Nikah

KESPRO, ANEMIA, GIZI

* ANC: Monitor
pertumbuhan janin

* Nutrisi vitamin
bumil

* KIE: Perencanaan
KB, PP dan Kespro

* 3 bulan sebelum
menikah

* Skrining dan
pembekalan
kespro

Sanitasi

=L
w

INKUBASI

ANEMIA, IUGR, BUMIL RISTI

EKOSISTEM

Pendidikan

KB PP, ASI, BADUTA & BALITA

Program KB, PP dan MAL
Bina Keluarga
Baduta/Balita

PMT bagi kasus stunting
Bantuan bagi keluarga
resiko tinggi stunting

Air bersih

—
Jo-

Sumber: Bhutta, dkk. 2013
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Definisi Operasional 30 Indikator Pencegahan dan Penanganan Stunting

No Indikator

Intervensi Gizi Spesifik

Definsi Operasional

Sumber Data

Remaja

1 Remaja putri yang Persentase remaja putri Kesmas/
mengonsumsi Tablet mengonsumsi TTD terhadap Dinkes
Tambah Darah (TTD) seluruh remaja putri dalam kurun

waktu yang sama

2 Remaja putri yang Persentase remaja putri menerima | Kesmas/
menerima layanan layanan pemeriksaan status Dinkes
pemeriksaan status anemia terhadap remaja putri
anemia (hemoglobin dalam kurun waktu yang sama

Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS)

3 Calon pengantin /calon ibu | Persentase penerimaan TTD bagi | Dinkes
yang menerima Tablet calon pengantin terhadap seluruh Kemenag
Tambah Darah (TTD) calon pengantin dalam kurun

waktu yang sama

4 Calon pasangan usia Persentase layanan pemeriksaan Dinkes
subur (PUS) yang kesehatan pra-nikah terhadap Kemenag
memperoleh pemeriksaan | seluruh pasangan usia subur
kesehatan sebagai bagian | dalam kurun waktu yang sama
dari pelayanan nikah

5 Cakupan calon Pasangan | Persentase layanan Dinkes
Usia Subur (PUS) yang pendampingan kespro dan Kemenag
menerima pendampingan | edukasi gizi pra-nikah terhadap
kesehatan reproduksi dan | seluruh pasangan usia subur
edukasi gizi sejak 3 bulan | dalam kurun waktu yang sama
pranikah

Ibu Hamil

6 Ibu hamil Kurang Energi Persentase layanan tambahan Kesmas/

Kronik (KEK) yang asupan gizi terhadap seluruh Dinkes
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mendapatkan tambahan

Bumil KEK dalam kurun waktu

asupan gizi yang sama

7 Ibu hamil yang Persentase ibu hamil Kesmas/
mengonsumsi Tablet mengonsumsi TTD minimal 90 Dinkes
Tambah Darah (TTD) tablet selama kehamilan terhadap
minimal 90 tablet selama seluruh ibu hamil dalam kurun
masa kehamilan waktu yang sama

Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita)

8 Bayi usia kurang dari 6 Persentase bayi usia kurang dari 6 | Kesmas/
bulan mendapat air susu bulan mendapat ASI Ekslusif Dnkes
ibu (ASI) eksklusif terhadap seluruh bayi kurang dari

6 bulan dalam kurun waktu yang
sama

9 Anak usia 6-23 bulan yang | Persentase anak usia 6-23 bulan Kesmas/
mendapat Makanan mendapat MP-ASI layak terhadap | Dnkes
Pendamping Air Susu Ibu | seluruh anak usia 6-23 bulan
(MP-ASI) dalam kurun waktu yang sama

10 | Anak berusia di bawah Persentase layanan tata laksana Kesmas/
lima tahun (balita) gizi gizi buruk terhadap seluruh anak | Dnkes
buruk yang mendapat balita gizi buruk dalam kurun
pelayanan tata laksana gizi | waktu yang sama
buruk

1 Anak berusia di bawah Persentase layanan pemantauan Ksmas/ Dinkes
lima tahun (balita) yang pertumbuhan dan perkembangan
dipantau pertumbuhan dan | balita terhadap seluruh anak balita
perkembangannya dalam kurun waktu yang sama

12 | Anak berusia di bawah Persentase layanan tambahan Kesmas/
lima tahun (balita) gizi asupan gizi balita terhadap Dinkes
kurang yang mendapat seluruh anak balita dalam kurun
tambahan asupan gizi waktu yang sama

13 | Balita yang memperoleh Persentase layanan imunisasi Puskesmas/
imunisasi dasar lengkap dasar lengkap balita terhadap Dinkes
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seluruh anak balita dalam kurun

waktu yang sama

Keluarga Beresiko

14 | Keluarga yang Stop BABS | Persentase keluarga yang telah Kesmas/
stop BABS terhadap seluruh KK Dinkes
15 | Keluarga yang Persentase keluarga yang telah Kesmas/
melaksanakan PHBS melaksanakan PHBS terhadap Dinkes
seluruh KK
Inetrvensi Gizi SENSITIF
Remaja
16 | Cakupan pernikahan anak/ | Presentase kejadian pernikahan Dinas
dini anak/ dini (usia dibawah 20 tahun)
terhadap seluruh pernikahan
Calon Pengantin (Pasangan Usia Subur)
17 | Pasangan calon pengantin | Persentase layanan pemeriksaan Kemenag
yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan
bimbingan perkawinan materi stunting terhadap seluruh
dengan materi calon pengantin dalam kurun
pencegahan stunting waktu yang sama
18 | Pasangan Usia Subur Persentase PUS miskin dan Dinas Sosial
(PUS) dengan status penyandang masalah sosial yang
miskin dan penyandang menerima bantuan tunai bersyarat
masalah kesejahteraan (BST, KJS) terhadap jumlah PUS
sosial yang menerima miskin dan penyandang masalah
bantuan tunai bersyarat sosial
19 | Cakupan Pasangan Usia Persentase PUS miskin dan Dinas Sosial
Subur (PUS) dengan penyandang masalah sosial yang
status miskin dan menerima BPNT terhadap jumlah
penyandang masalah PUS miskin dan penyandang
kesejahteraan sosial yang | masalah sosial
menerima bantuan pangan
nontunai
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20 | Cakupan Pasangan Usia Persentase jumlah rumah tangga Dinas Sosial
Subur (PUS) fakir miskin miskin peserta PBI terhadap
dan orang tidak mampu jumlah rumah tangga miskin
yang menjadi Penerima
Bantuan luran (PBI)
Jaminan Kesehatan
lbu hamil
21 Persentase Unmet Need Persentase PUS yang tidak Dinas KB
pelayanan keluarga terlayani keluarga berencana atau
berencana tidak ikut program KB terhadap
PUS yang seharusnya terlayani
KB
22 Persentase Kehamilan Persentase kehailan dari Dinas KB
yang tidak diinginkan pasangan tidak menginginkan
terjadinya kehamilan, atau
kehamilan yang diinginkan tapi
tidak saat itu, atau belum
merencanakan
Keluarga Beresiko
23 | Keluarga berisiko stunting | Persentase layanan promosi
yang mendapatkan peningkatan konsumsi ikan dalam
promosi peningkatan negeri terhadap seluruh keluarga
konsumsi ikan dalam berisiko stunting
negeri
24 | Pelayanan Keluarga Persentase layanan KB terhadap
Berencana (KB) seluruh ibu melahirkan dalam
pascapersalinan kurun waktu yang sama
25 | Keluarga berisiko stunting | Persentase layanan KB terhadap
yang memperoleh seluruh ibu melahirkan dalam
pendampingan kurun waktu yang sama
26 | Keluarga berisiko stunting | Persentase kemanfaatan Dinas
yang mendapatkan "ketahanan pangan di desa/kel" Pertanian

manfaat sumber daya
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pekarangan untuk

peningkatan asupan gizi

terhadap seluruh keluarga

berisiko stunting

Air Minum dan Sanitasi

27 Rumah tangga yang Persentase akses air minum Dinas Perkim
mendapatkan akses air layak rumah tangga terhadap
minum layak jumlahrumah tangga

28 | Rumah tangga yang Persentase rumah tangga yang Dinas Perkim
mendapatkan akses memiliki sarana sanitasi layak Dinas
sanitasi (air limbah dengan dilengkapi tangki septic Kesehatan
domestik) layak dan ada mekanisme penyedotan

minimal 5 tahun satu kali
Perlindungan Sosial

29 | Kelompok Keluarga Persentase realisasi P2K2 dengan | Dinas Sosial
Penerima Manfaat (KPM) | modul kesehatan dan gizi bagi
Program Keluarga KPM PKH terhadap seluruh
Harapan (PKH) yang sasaran KPM PKH
mengikuti Pertemuan
Peningkatan Kemampuan
Keluarga (P2K2) dengan
modul kesehatan dan gizi

30 | Keluarga Penerima Persentase KPM 1.000 HPK yang Dinas Sosial
Manfaat (KPM) dengan ibu | menerima variasi BPNT terhadap
hamil, ibu menyusui, dan total KPM 1.000 HPK
baduta yang menerima
variasi bantuan pangan
selain beras dan telur
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Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran Indikator Sasaran Target 2024
Tersedianya a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik 90
layanan (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan
Intervensi gizi

ifik.
Spesif b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi 80

Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet

selama masa kehamilan

c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi 58
Tablet Tambah Darah (TTD)

d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 80
mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif

e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang 80
mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu
(MP-ASI)

f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun 90
(balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan
tata laksana gizi buruk

g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun 90
(balita) yang dipantau pertumbuhan dan
perkembangannya

h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun a0
(balita) gizi kurang yang mendapat tambahan

asupan gizi

i. Persentase anak berusia di bawah lima 90
tahun (balita) yang memperoleh imunisasi
dasar lengkap
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Tersedianya a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana 70
layanan (KB) pascapersalinan
Intervensi b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan 15,5
Sensitif
c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) 90
yang memperoleh pemeriksaan kesehatan
sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen)
d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan 100
akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi
prioritas
e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan 90
akses sanitasi (air limbah domestik) layak di
kabupaten/kota lokasi prioritas
f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima 112,9
Bantuan luran (PBI) Kesehatan (juta)
g. Cakupan keluarga berisiko stunting yang 90
memperoleh pendampingan (persen)
h Jumlah keluarga miskin dan rentan yang 10,0
memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta)
i. Persentase target sasaran yang memiliki 70
pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi
prioritas
j- Jumlah keluarga miskin dan rentan yang 15,6
menerima bantuan sosial pangan (juta)
k. Persentase desal/kelurahan stop Buang Air 90

Besar Sembarangan (BABS) atau Open
Defecation Free (ODF)
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Kegiatan di level Desa

Level Pelaksanaan Kegiatan

Tingkat 1. Memperkuat legal aspek Percepatan Penurunan Stunting

Desa/Kelurahan membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat
Desa/Kelurahan yang terdiri perangkat desa/kelurahan dan
pemangku kepentingan.

2. Perencanaan dan penganggaran
a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan
penurunan
stunting dalam rencana kerja pemerintah desa;
b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitif
dan koordinatif;
c. mengembangkan database perencanaan implementasi

RAN-PASTI;
d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
bersama lembaga masyarakat desa, badan

pemusyawaratan desa, pemangku kepentingan melalui
musrenbang/rembuk  stunting dan berbagai skema
pendanaan.

3. Implementasi
a. melakukan koordinasi pendampingan keluarga;

b. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
a. melakukan pencatatan, pengumpulan data terkait intervensi
spesifik dan sensitif melalui data rutin;
b. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan
stunting secara periodik ;
c. membuat laporan per semester, per tahun atau jika
diperlukan

dalam terkait pelaksanaan RAN-PASTI di desa/kelurahan.
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Lampiran 4

Menu Kegiatan Berdasarkan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

A.

REMAJA

1. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

[\ [o)
1.1

Penjelasan

Mengapa Remaja Putri harus
mengonsumsi Tablet tambah
darah

Indikator Intervensi Gizi Spesifik

Keterangan

a.
b.

Remaja Putri rentan terkena anemia

Remaja Putri yang anemia akan menurunkan
kebugaran dan konsentrasi belajar

Anemia menurunkan daya tahan tubuh
sehingga mudah terkena penyakit infkesi
Remaja memiliki kebutuhan zat gizi yang
meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan
dan perkembangan yang sangat pesat
Kebiasaan makan/ diet remaja yang belum
memenuhi kebutuhan asupan zat besi
Resiko anemia yang tinggi pada remaja putri

karena hilangnya darah selama menstruasi

Tujuan kegiatan

Memastikan cakupan, kepatuhan dan kualitas

remaja putri minum TTD

Hasil yang diharapkan

a.

Remaja Putri di desa teridentifikasi

b. 100% cakupan TTD remaja putri di desa

100% kepatuhan dan kualitas remaja putri

minum TTD

Potensi menu kegiatan di tingkat
desa

Pencatatan remaja putri yang ada di desa baik
yang bersekolah maupun tidak bersekolah lagi
( putus sekolah) oleh Kader Posyandu/ PKK
Desa bekerjasama dengan bidan desa
Pembagian peran pemberian TTD bagi remaja
putri, yang bersekolah merupakan
tanggungjawab sekolah untuk distribusi TTD
sedangkan yang tidak/putus sekolah
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merupakan tanggungjawab desa (Kader/ PKK
dan Bidan Desa)

c. Pelatihan bagi Kader/ PKK untuk melakukan
pendataan rematri yang ada di desa ( khusus
yang tidak/ putus sekolah), pemantauan
dalam konsumsi TTD dan memberikan
konseling

d. Kader/ PKK merangkum, Bidan Desa
melaporkan ke Puskesmas;

e. Mengembangkan system untuk emmastikan
remaja putri mendapatkan TTD sesuai
dengan protap;

f. Mengembangkan system dukungan sebaya
untuk meningkatkan kepatuhan minum TTD;

g. Mengalokasikan dana untuk kegiatan

konseling remaja

1.5

Kapan dilakukan

Setiap bulan

1.6

Estimasi Anggaran

Simulasi 1 desa 4 Dusun, setiap Dusun per
tahunnya ada 4 anak yang putus Sekolah ( 4
Dusun x 4 anak x 1 tahun ) = 16 anak putus

Sekolah pertahun nya

a. Insentif Kader/ PKK yang menemukan,
melaporkan, dan melakukan pendampingan
bagi rematri putus sekolah memastikan
minum TTD 1 tablet setiap minggu = 52 tablet
selama 1 tahun ( 16 anak x 52 Minggu x Rp
10.000= Rp 8.320.000)

1.7

Bagaimana memastikan atau

memverifikasi Kader/ PKK

a. Lampiran form Kader menemukan rematri
putus sekolah, melaporkan ke Kepala Desa
dan Bidan Desa

b. Lampiran form kunjungan rutin Kader/ PKK

1.8

Pembagian beban kerja

a. Jika di tiap Dusun ada 4 rematri yang putus
sekolah pertahunnya maka 1 kader/ PKK

akan mengawasi 1 anak per tahun
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Dimana remaja putri

mendapatkan TTD

Bidan Desa, Polindes/ Pustu

2.

[\ [o)

2.1

Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (haemoglobin)

Penjelasan

Mengapa Remaja Putri harus
menerima layanan pemeriksaan

status anemia

Keterangan

Agar terpantau kondisi remaja putri yang rentan
terhadap anemia.

Agar segera terdeteksi jika menderita anemia dan
segera di intervensi untuk mengurangi kejadian
anemia saat remaja putri akan hamil dikemudian

hari

2.2

Tujuan kegiatan

Memastikan semua remaja putri mendapat

layanan pemeriksaan status anemia

23

Hasil yang diharapkan

a. Remaja Putri di desa teridentifikasi
b. 100% remaja putri mendapat layanan
pemeriksaan HB setahun sekali

24

Potensi menu kegiatan di tingkat
desa

a. Pencatatan remaja putri yang ada di desa
baik yang bersekolah maupun tidak
bersekolah lagi ( putus sekolah) oleh Kader
Posyandu/ PKK Desa bekerjasama dengan
bidan desa

b. Pelatihan bagi Kader/ PKK untuk melakukan
pendataan rematri yang ada di desa ( khusus
yang tidak/ putus sekolah) dan memberikan
konseling untuk meningkatkan pemahaman
pentingnya pemeriksaan anemia

c. Kader/ PKK merangkum, Bidan Desa
melaporkan ke Puskesmas

d. Mengembangkan system untuk memastikan
remaja putri mendapatkan layanan

pemeriksaan HB

44
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e. Mengembangkan sistem dukungan sebaya
untuk meningkatkan kesadaran rematri untuk
mendapatkan pemeriksaan HB

f. Mengalokasikan dana untuk kegiatan

konseling remaja

2.5 | Kapan dilakukan Setiap tahun

2.6 | Estimasi Anggaran Tidak memerlukan biaya

2.7 | Bagaimana memastikan atau a. Lampiran form Kader menemukan rematri
memverifikasi Kader/ PKK putus sekolah, melaporkan ke Kepala Desa

dan Bidan Desa
b. Lampiran form kunjungan rutin Kader/ PKK

2.8 | Pembagian beban kerja Jika di tiap Dusun ada 4 rematri yang putus
sekolah pertahunnya maka 1 kader/ PKK akan

mengawasi 1 anak per tahun

2.9 | Dimana remaja putri Bidan Desa, Polindes/ Pustu
mendapatkan layanan
pemeriksaan HB

Calon Pengantin/ Pasangan Usia Subur (PUS)

3. Calon Pengantin/Calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)

No Penjelasan Keterangan

3.1 | Mengapa Calon Calon pengantin dan calon ibu perlu dipersiapkan agar pada
Pengantin/ calon ibu yang masa kehamilan dalam kondisi yang sehat dan melahirkan
menerima Tablet Tambah anak yang sehat

Darah (TTD)

3.2 | Tujuan Kegiatan di desa Untuk mempersiapkan calon pengantin/ calon ibu agar tetap
sehat dalam menghadapi kehamilannya (mencegah terjadinya

anemia)

3.3 | Hasil yang diharapkan; Calon pengantin dan calon ibu paham akan pentingnya tablet

tambah darah
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Calon pengantin dan calon ibu mau mengonsumsi tablet

tambah darah

3.4 | Potensi Menu Kegiatan Kegiatan bisa bersamaan dengan pendataan remaja dan ibu
tingkat desa hamil (lihat menu kegiatan nomor 1)

3.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

3.6 | Estimasi Anggaran Kegiatan ini bisa bersamaan dengan kegiatan di menu

kegiatan nomor 1, sehingga tidak memerlukan biaya SDM.
Paling biaya yang diperlukan adalah penyediaan TTD (jika
tidak tersedia di Puskesmas):

Asumsi penyediaan TTD 2 dus setiap bulan, maka diperlukan:
2 x RP 50.000 (TTD 1 dus isi 100 buah) = Rp. 100.000;

Maka dalam setahun diperlukan Rp. 1.200.000

3.7 | Bagaimana memastikan / Laporan bulanan KPM

memverifikasi Kader

3.8 | Pembagian Beban Kerja Masing-masing kader bertanggung jawab kepada 10 calon

pengantin/ calon ibu (dasawisma)

3.9 | Dimana bisa mendapatkan | Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu/Klinik BPM
tablet Tambah Darah

4. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan
sebagai bagian dari pelayanan nikah

No Penjelasan Keterangan

4.1 | Mengapa Calon Pasangan | Agar calon PUS dalam kondisi sehat saat menikah sehingga
usia subur perlu akan melahirkan anak-anak yang sehat

memperoleh pemeriksaan
kesehatan sebagai bagian

dari pelayanan Nikah

4.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan semua calon PUS dan calon ibu mendapatkan
pemeriksaan kesehatan sebelum menikah (sebagai pelayanan

pra nikah)

4.3 | Hasil yang diharapkan; Semua calon PUS mendapatkan pemeriksaan kesehatan

sebelum menikah
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3.4 | Potensi Menu Kegiatan a. Pendataan calon PUS oleh kader

tingkat desa b. Kader melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan
Pemuka agama untuk memastikan calon PUS
mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum
menikah.

c. Penyuluhan pentingnya pemeriksanaan kesehatan
sebelum menikah

d. Pelatihan kader untuk melakukan promosi pentingnya

pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

4.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

4.6 | Estimasi Anggaran Kegiatan ini bisa bersamaan dengan pelatihan kader untuk
konseling dengan topik yang lain (tablet tambah darah, PMT,
dll). Sehingga tidak diperlukan biaya.

4.7 | Bagaimana memastikan / Laporan KPM

memverifikasi Kader

4.8 | Pembagian Beban Kerja Masing-masing kader bertanggung jawab untuk memonitor

calon PUS dan calon ibu dimasing-masing dusun

4.9 | Dimana bisa mendapatkan | Puskesmas/Pustu/Polindes/posyandu
pemeriksaan kesehatan pra
nikah

5. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima Pendampingan
kesehatan reproduksi dan Edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah

No Penjelasan Keterangan

5.1 | Mengapa Calon PUS/Calon Agar Calon PUS/Calon ibu:
ibu yang perlu mendapat e Mengetahui status kesehatan reproduksinya
pendampingan kesehatan e Mencari pertolongan /pengobatan apabila ditemukan
reproduksi dan edukasi gizi masalah kesehatan
sejak 3 bulan pranikah e Mencegah penularan penyakit kepada pasangan

e Mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat
e Mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan keturunan

yang sehat dan berkualitas
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5.2 | Tujuan Kegiatan di desa Semua calon pasangan usia subur (PUS) mendapatkan
pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan
pra nikah

5.3 | Hasil yang diharapkan; e Ada program pendampingan kespro dan edukasi gizi pada calon

PUS dari Pustu/Bidan desa/Puskesmas secara rutin

e Kader mendata semua calon PUS

e Kader memonitor apakah calon PUS sdh mendapatkan
pendampingan Kespro dan Edukasi gizi dari puskesmas

5.4 | Potensi Menu Kegiatan 1. Penyuluhan kespro dan edukasi gizi di setiap dusun setiap 3

tingkat desa bulan oleh tenaga kesehatan (Bidan Desa/ Pustu/
Puskesmas)
Pendataan oleh kader
Monitoring oleh Kader
5.5 | Kapan dilakukan Setiap 3 bulan/dusun
5.6 | Estimasi Anggaran a. Pendampingan kespro dan edukasi gizi di dusun setiap 3
bulan oleh staf puskesams/ pustu/ bidan
(makan) 10 PUS x 10.000 = 200,000
Transport petugas 100,000
Budget 200,0000/ dusun/ 3 bulan (setahun 300,000x 4 =
1,200,000).
b. Pendataan oleh Kader (tidak butuh dana)
c. Monitoring oleh kader (tidak butuh dana/ satu paket dengan
honor kader)
5.7 | Bagaimana memastikan / Laporan Bulanan KPM
memverifikasi Kader Laporan Puskesmas/ Pustu / Bidan desa
5.8 | Pembagian Beban Kerja Satu kader mendata dan memonitor disatu dusun
5.9 | Dimana bisa mendapatkan Puskesmas/Pustu/Polindes/Posyandu/kantor Dinas Agama
pelayanan KIE
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o
6. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

No Penjelasan Keterangan

6.1 | Mengapa ibu Hamil KEK a. Ibu hamil KEK mengalami kekurangan gizi, pucat, lemas

mendapat PMT Pemulihan | b. Dapat melahirkan anak prematur, anak stunting/BBLR
hingga kematian bayi

c. Risiko keguguran dan pendarahan ketika melahirkan

6.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan cakupan, kepatuhan dan kualitas PMT bagi ibu
hamil KEK di desa

6.3 | Hasil yang diharapkan; a) ldentifikasi sedini mungkin ibu hamil KEK di desa

b) 100% cakupan PMT bagi ibu hamil KEK di desa

c) 100% cakupan ibu hamil mendapat akses pelayanan sosial
: PKH, Jamkesra dan BNTP

6.4 | Potensi Menu Kegiatan a. Pelatihan bagi kader/KPM melakukan pendataan dan

tingkat desa kunjungan Rumah bumil KEK

b. Pelatihan konseling bagi kader/KPM tentang KEK pada ibu
hamil

c. Pelatihan bagi kader dan PKK untuk membuat menu

makanan
d. Penyediaan paket PMT bagi bumil KEK
6.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan
6.6 | Estimasi Anggaran Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun, setiap dusun memiliki 4 ibu

hamil KEK setiap bulan (6 dusun x 4 ibu hamil KEK/bulan x 12
bulan = 288 ibu hamil per tahun.

Simulasi 1 desa memiliki 6 posyandu, (1 desa x 6 posyandu x
31 (30 kader & 1 PKK) x 1 kali pelatihan/tahun x 150,000
(paket pelatihan/orang) = Rp. 27,900,000

a. Biaya pelatihan bagi kader/KPM melakukan pendataan
dan Kunjungan rumah bumil KEK, (1 desa x 6 posyandu x
31 (30 kader & 1 PKK) x 1 kali pelatihan/tahun x 150,000
(paket pelatihan/orang) = Rp. 27,900,000)

b. Biaya pelatihan bagi kader/KPM pelatihan konseling (1
desa x 6 posyandu x 31 (30 kader & 1 PKK) x 1 kali
pelatihan/tahun x 150,000 (paket pelatihan/orang) = Rp.
27,900,000)

Panduan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi
Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Desa



c. Biaya pelatihan bagi kader/KPM pelatihan konseling dan
pelatihan menu makan (1 desa x 6 posyandu x 31 (30
kader & 1 PKK) x 1 kali pelatihan/tahun x 150,000 (paket
pelatihan/orang) = Rp. 27,900,000)

d. Insentif bagi Kader Posyandu yang mendata (6 dusun x 4
ibu hamil KEK x 12 bulan x Rp. 25,000 = Rp.4.800.000)

e. Insentif bagi Kader/KPM melakukan konseling terhadap
ibu hamil KEK (4 dusun x 4 ibu hamil KEK x 12 bulan x Rp.
25,000 = Rp.4.800.000/ tahun

f. Paket PMT bagi ibu hamil KEK, Rp. 25,000/ibu hamil KEK
(6 dusun x 4 ibu hamil KEK x 30 kali PMT x 3 bulan x Rp.
25,000 = Rp.54.000.000)

6.7 | Bagaimana memastikan / a. Lihat lampiran form # pemantauan Kader : berisi

memverifikasi Kader penemuan ibu Hamil KEK, PMT KEK dan melaporkan ke
kepala desa dan Nakes

b. Lihat Lampiran # form kunjungan rutin kader dan
pemberian konseling

c. Format monitoring bulanan dan triwulan KPM lengkap,
bisa menggunakan format tersebut atau membuat format

khusus untuk kader

6.8 | Pembagian Beban Kerja a. Setiap dusun terdapat minimal 1 posyandu, dan setiap
dusun rata —rata memiliki 10 RT. 5 Kader bertanggung
jawab pada 2 RT dengan mengawasi, memantau dan
memastikan kondisi ibu hamil di RT masing-masing.
Misalnya setiap RT terdapat 2 -3 Ibu Hamil

b. Jlka RTnya lebih dari 10, KPM diberikan tanggung jawab

yang sama

5.9 | Dimana bisa mendaptkan Puskesmas/Pustu/Polindes/posyandu

PMT pemulihan

7. |bu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet

selama masa kehamilan

No Penjelasan Keterangan
7.1 | Mengapa ibu Hamil harus a. Ibu hamil yang anemia dapat melahirkan anak
Minum TTD stunting/BBLR

b. Risiko pendarahan ketika melahirkan
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7.2

Tujuan Kegiatan di desa

Memastikan cakupan, kepatuhan dan kualitas ibu hamil minum
TTD di desa.

7.3

Hasil yang diharapkan;

Identifikasi sedini mungkin ibu hamil di desa (K1)
100% cakupan TTD bagi ibu hamil di desa

100% kepatuhan dan kualitas ibu hamil minum TTD

a0 oo

Bayi lahir di desa dengan berat badan >2,500kg dan
panjang >48,0 cm

7.4

Potensi Menu Kegiatan

tingkat desa

a. Menugaskan Kader Posyandu/KPM di tiap Dusun untuk
bertanggung jawab terhadap identifikasi ibu hamil
diwilayahnya dan mendampingi melakukan
pemeriksaan di Faskes.

b. Kader memantau dan melaporkan kepatuhan minum
TTD kepada Tenaga Kesehatan

c. Pelatihan bagi kader untuk melakukan pendataan ibu
hamil, pemantauan ibu hamil dalam mengkonsumsi
tablet tambah darah (TTD) dan konseling ibu hamil.

d. Penugasan kepada kader untuk melakukan pendataan
ibu hamil

e. Penugasan kepada kader untuk memonitoring
konsumsi TTD

7.5

Kapan dilakukan

Setiap bulan

7.6

Estimasi Anggaran

Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun, setiap dusun memiliki 4 ibu
hamil setiap bulan (6 dusun x 4 ibu hamil/bulan x 12 bulan =

288 ibu hamil per tahun.

a. Insentif bagi Kader Posyandu yang menemukan dan
melaporkan ibu hamil (6 dusun x 4 ibu hamil x 12
bulan x Rp 25,000 = Rp.7.200.000

b. Insentif bagi Kader melakukan pendampingan
terhadap ibu hamil, memastikan minum 90 tablet (6
dusun x 90 hari x Rp.10. 000 = Rp.5.400.000

c. Pelatihan bagi kader untuk melakukan pendataan ibu
hamil, pemantauan ibu hamil, (1 desa x 6 posyandu (6
dusun) x 31 (30 kader & 1 PKK) x 1 kali
pelatihan/tahun x 150,000 (paket pelatihan/orang) =
Rp. 27,900,000)

7.7

Bagaimana memastikan /

memverifikasi Kader

a. Lihat lampiran form # pemantauan Kader : berisi
penemuan lbu Hamil, Ibu Nifas dan melaporkan ke

kepala desa dan Nakes
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b. Lihat Lampiran # form kunjungan rutin kader
c. Format monitoring bulanan dan triwulan KPM lengkap,
bisa menggunakan format tersebut atau membuat

format khusus untuk kader

7.8

Pembagian Beban Kerja

a. Setiap dusun terdapat minimal 1 posyandu, dan setiap
dusun rata —rata memiliki 10 RT. 5 Kader bertanggung
jawab pada 2 RT dengan mengawasi, memantau dan
memastikan kondisi ibu hamil di RT masing-masing.
Misalnya setiap RT terdapat 2 -3 Ibu Hamil

b. Jlka RTnya lebih dari 10, KPM diberikan tanggung

jawab yang sama

7.9

Dimana bisa mendapatkan
TTD

Puskesmas/Pustu/Polindes/BPM/Bidan Desa

Anak usia di bawah lima tahun (BALITA)

8. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

No Penjelasan Keterangan
8.1 | Mengapa bayi harus a. Menghindari alergi dan menjamin kesehatan bayi yang
mendapat ASI ekslusif optimal
b. Meningkatkan sistem imun bayi
c. Menghinari bayi dari resiko infeksi dan penyakit kronis
d. Mengurangi sindrom kematian bayi
8.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan cakupan bayi memperoleh ASI ekslusif
8.3 | Hasil yang diharapkan; a) ldentifikasi sasaran bayi yang memperoleh ASI ekslusif di
desa
b) 100% cakupan bayi ASI ekslusif
c) 100% tersedia konseling ASI ekslusif dan adanya konselor
ASI di desa
d) Adanya peningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku
Ibu menyusui dalam memberikan ASI ekslusif
8.4 | Potensi Menu Kegiatan a) Bersama aparat Desa mempromosikan ASI ekslusif
tingkat desa b) Membuat regulasi agar semua ibu memberikan ASI Ekslusif
kepada bayinya
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c) Mengembangkan mekanisme penghargaan bagi ibu yang
memberikan ASI Ekslusif
d) Mengembangkan sistem insentif bagi kader dalam

melakukan konseling ASI eksklusif

8.5

Kapan dilakukan

Setiap bulan

8.6

Estimasi Anggaran

Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun, setiap dusun terdapat 10

busui.

a. Mencanangkan kegiatan promosi ASI ekslusif dan
pembuatan perdes di Desa; gerakan ASI ekslusif (biaya
kegiatan : Rp. 1,000,000/paket kegiatan)

b. Biaya penghargaan bagi Ibu menyusui (1 desa x 6
posyandu x 3 kategori pengharagaan x 1 kali
pelatihan/tahun x 500,000 (paket hadiah/ibu menyusui) =
Rp. 9,000,000)

c. Biaya insentif bagi kader untuk melakukan konseling ASI
ekslusif selain kegiatan di posyandu (6 dusun x 10 ibu
menyusui x 1 kali sebulan x 12 bulan x Rp. 25,000 =
Rp.18.000.000)

8.7

Bagaimana memastikan /

memverifikasi Kader

a. Lihat lampiran form # konseling ASI ekslusif, melaporkan ke
kepala desa dan Nakes

b. Lihat Lampiran # form kunjungan rutin kader dan pemberian
konseling

c. Format monitoring bulanan dan triwulan KPM lengkap, bisa
menggunakan format tersebut atau membuat format khusus

untuk kader

8.8

Pembagian Beban Kerja

a. Jika di satu dusun terdapat 10 RT, simulasinya tiap kader
diberikan tanggung jawab memberikan konseling ibu
menyusui di wilayah tanggung jawab RT dengan dilakukan
per kelompok mengikuti kelas parenting, kelas BKB atau
kelompok dasawisma yang tersedia

b. Kelompok ini akan memperhatikan protocol pencegahan
penularan Covid-19.

c. Melakukan penyuluhan di posyandu tentang ASI ekslusif

d. Pembagian kerja juga diberikan kepada KPM sesuai format
pelaporan KPM , tugas dan tanggung jawab terkait ASI

ekslusif

8.9

Dimana bisa mendapatkan

Layanan

Di rumah ibu menyusui atau di kelas Ibu Hamil/Kelas Ibu Balita
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9. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

No Penjelasan Keterangan
9.1 | Mengapa perlunya a. Mengurangi dan menghindari praktek pemberian makan
konseling MP ASI yang kurang tepat akibat rendahnya pengetahuan tentang

gizi yang dimiliki oleh Ibu pengasuh

b. Konseling tentang pertumbuhan dan pemberian makan
pada anak merupakan peningkatan pengetahuan dan
perubahan sikap serta perilaku dalam bidang kesehatan

c. Pemberian makan responsif membantu menstimulus
kognitif bayi /balita saat memberikan makanan pendamping
ASI

9.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan cakupan bayi memperoleh konseling MP ASI

9.3 | Hasil yang diharapkan; a) ldentifikasi sasaran bayi/balita yang memperioleh MP ASI di
desa

b) 100% cakupan bayi/balita mendapat konseling MP ASI di
desa

c) 100% tersedia konseling MP ASI dan adanya konselor di
desa

d) Adanya peningkatkan pengetahuan dan perubahan prilaku
Ibu dalam memberikan makanan pendamping ASi sesuai

jumlah, tekstur, frewensi, vasiasi dan sesuai usia/umur

9.4 | Potensi Menu Kegiatan a) Mengalokasikan dana untuk pelatihan PMBA bagi kader
tingkat desa b) Mengembangkan sistem agar konseling selalu di lakukan di

posyandu dan saat kunjungan rumah

9.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

9.6 | Estimasi Anggaran Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun

a. Biaya pelatihan PMBA bagi kader (1 desa x 6 posyandu x
31 (30 kader & 1 PKK) x 1 kali pelatihan/tahun x 150,000
(paket pelatihan/orang) = Rp. 27,900,000)

b. Biaya insentif bagi kader untuk melakukan konseling MP
Asi selain kegiatan di posyandu (6 dusun x 5 Kelompok
ibu Balita x 1 kali sebulan x 12 bulan x Rp. 25,000 =
Rp.9.000.000) — dibentuk kelompok ibu balita/ atau

kelompok parenting atau BKB, dimana konseling bisa

5 Panduan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi
Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Desa



dilakukan pada kelas ini dan dibagi menjadi 5 kelompok ibu
balita dan setiap kelompok di bina oleh satu kader dalam

memberikan konseling.

9.7

Bagaimana memastikan /

memverifikasi Kader

. Lihat lampiran form #konseling ASI ekslusif, melaporkan ke

kepala desa dan Nakes

. Lihat Lampiran #form kunjungan rutin kader dan pemberian

konseling

. Format monitoring bulanan dan triwulan KPM lengkap, bisa

menggunakan format tersebut atau membuat format khusus

untuk kader

9.8

Pembagian Beban Kerja

. Dibentuk kelompok ibu balita/ atau kelompok parenting atau

BKB, dimana konseling bisa dilakukan pada kelas ini dibagi
menjadi 5 kelompok ibu balita dan setiap kelompok dibina

oleh satu kader dalam memberikan konseling.

. Kegatan konseling bisa dilakukan mengikuti kelompok

dasawisma dan dibuat jadwal dengan topik berbeda setiap

sesi konseling dalam tiap pertemuan

. Tersedianya buku register kegiatan kelas /kelompok

konseling yang akan diisi dengan daftar hadir, topik

konseling

. Bagi ibu pengasuh yang tidak hadir, kader akan melakukan

kunjungan rumah dan melakukan konseling di tingkat

rumah tangga

. Kader akan melaporkan kepada Kepala desa dan nakes

dengan membawa buku register dan dokumentasi kegiatan
akan menjadi dukungan laporan dalam pembayaran insentif

kader

9.9

Dimana bisa mendapatkan | Puskesmas/Poskesdes,Pustu, Kelas/kelompok kegiatan

Layanan parenting/BKB atau kunjungan rumah
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10.

[\ [o)

10.1

Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan

tata laksana gizi buruk

Penjelasan

Mengapa balita gizi buruk
ditangani dan mendapat

perawatan

Keterangan

a. Mencegah resiko kematian
b. Mencegah masalah pertumbuhan dan perkembangan pada
anak balita

10.2

Tujuan Kegiatan di desa

Memastikan cakupan balita gizi buruk ditangani dan mendapat

perawatan

10.3

Hasil yang diharapkan;

a) ldentifikasi sedini mungkin balita gizi buruk di desa
b) 100% cakupan balita gizi buruk ditangani/mendapat
perawatan

c) 100% tersedia layanan rawat jalan bagi balita gizi buruk

10.4

Potensi Menu Kegiatan

tingkat desa

a) Mengembangkan mekanisme agar balita dengan gizi buruk
harus mendapatkan pelayanan sesuai SOP

b) Mengembangkan mekanisme deteksi dini malnutrisi di
posyandu, kelompok bermain (PAUD) dan Tempat Ibadah.

c) Mengadakan alat pengukur LILA untuk orang tua yang
mempunyai anak umur 6 — 59 bulan.

d) Menyiapkan mekanisme transportasi untuk orang tua yang
anaknya menderita gizi buruk akut untuk mendapat
pelayanan di Puskesmas seminggu sekali.

e) Mengalokasikan dana untuk kader dalam melakukan

kunjungan Rumah ke balita dengan gizi buruk akut

Kapan dilakukan

Setiap bulan

10.6

Estimasi Anggaran

Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun, setiap dusun memiliki 3
balita gizi buruk setiap bulan (6 dusun x 3 balita gizi

buruk/bulan x 12 bulan = 216 balita gizi buruk per tahun.

a. Biaya pengadaaan alat pengukur LILA untuk balita yang
mempunyai anak umur 6 — 59 bulan (6 dusun x 75 balita
(misalnya jumlah sasaran balita 6-59 bulan) x Rp. 3.500 =
Rp. 1,575,000)

b. Biaya transportasi untuk orang tua yang anaknya
menderita gizi buruk akut (6 dusun x 3 balita gizi buruk x
12 kali kunjungan x 12 bulan x Rp. 50,000 biaya
transportasi = Rp. 129,600,000
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c. Biaya insentif bagi kader untuk melakukan kunjungan
rumah dan konseling (6 dusun x 3 balita gizi buruk x 2 kali
sebulan x 12 bulan x Rp. 25,000 = Rp.10.800.000)

10.7 | Bagaimana memastikan / a. Lihat lampiran form # Kader monitoring balita kurus dan

memverifikasi Kader gizi buruk, melaporkan ke kepala desa dan Nakes

b. Lihat Lampiran # form kunjungan rutin kader dan
pemberian konseling

10.8 | Pembagian Beban Kerja a. Jika di satu dusun terdapat 10 RT, simulasinya tiap kader
diberikan bertanggung jawab mengawasi 2 RT dan kader
memantau/kunjungan rumah pada balita-balita gizi buruk di

wilayah RT yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

10.9 | Dimana bisa mendaptkan Puskesmas/Pustu/Polindes

Layanan gizi buruk

11. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan

perkembangannya
No Penjelasan Keterangan
11.1 | Mengapa penting bagi a. Balita di pantau pertumbuhannya sehingga bisa dideteksi
balita untuk dipantau sejak awal jika terdapat gangguan pertumbuhan dan
pertumbuhan dan perkembangan
perkembangannya b. Cakupan layanan kesehatan dan gizi diterima oleh semua
sasaran balita di posyandu
c. Semua sasaran balita posyandu dipantau tumbuh
kembang setiap bulan dan mendapat layanan
vaksin/imunisasi serta Vit A pada 2 kali selama setahun
11.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan cakupan kehadiran balita usia 0-5 tahun di
posyandu setiap bulan
11.3 | Hasil yang diharapkan; a) Identifikasi jumlah sasaran yang hadir di posyandu di desa
b) 100% cakupan kehadiran balita 0-5 tahun di posyandu di
desa
c) 100% tersedia layanan kesehatan dan gizi di posyandu di
desa
11.4 | Potensi Menu Kegiatan a) Mengembangkan sistem untuk memastikan kehadiran balita
tingkat desa di posyandu (Perdes)
b) Penugasan kader untuk melakukan sweeping bagi balita
yang tidak hadir
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c) Penugasan kader untuk deteksi dini balita yang tidak naik
berat atau tingginya dan merujuk ke fasilitas Kesehatan.

d) Mengembangkan mekanisme reward untuk orang tua yang
membawa anaknya berturut2 selama setahun.

e) Pelatihan bagi kader untuk pendataan, pencatatan dan
pelaporan pertumbuhan anak.

11.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

11.6 | Estimasi Anggaran Simulasi : 1 desa memiliki 6 dusun.
(*Biaya paket pelatihan a. Biaya pelatihan bagi kader untuk pendataan, pencatatan
disesuaikan dengan SBM dan pelaporan pertumbuhan anak (1 desa x 6 posyandu x
daerah masing-masing) 31 (30 kader & 1 PKK) x 1 kali pelatihan/tahun x 150,000*

(paket pelatihan/orang) = Rp. 27,900,000)

b. Biaya insentif bagi kader untuk melakukan kunjungan
rumah dan sweeping (6 dusun x 1 kali sebulan x 12 bulan x
Rp. 25,000 = Rp.1.800.000) — (hitungan per dusun dimana
setiap posyandu yang berada di dusun terdapat wilayah
RT dan kader dibagi tugas sweeping berdasarkan

pemetaan wilayah RT)

11.7 | Bagaimana memastikan / a. Lihat lampiran form # Kader sweeping dan deteksi dini,
memverifikasi Kader melaporkan ke kepala desa dan Nakes
b. Lihat Lampiran # form kunjungan rutin kader dan

pemberian konseling

11.8 | Pembagian Beban Kerja Jika di satu dusun terdapat 10 RT, simulasinya tiap kader
diberikan bertanggung jawab mengawasi 2 RT dan kader
memantau/kunjungan rumah dan sweeping pada balita-balita
yang tidak hadir di posyandu

11.9 | Dimana bisa mendapatkan | Posyandu

Layanan

12. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan

asupan gizi
No Penjelasan Keterangan
12.1 | Mengapa balita kurus a. Menghindari gagal tumbuh kembang
mendapat PMT b. Menghindari jatuh ke gizi buruk

c. Menghindari resiko kematian pada balita
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12.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan cakupan balita Gizi Kurang mendapat PMT

12.3 | Hasil yang diharapkan; a) Identifikasi sedini mungkin balita gizi kurang di desa
b) 100% cakupan balita gizi kurang mendapat PMT di desa
c) 100% tersedia PMT bagi Balita gizi kurang di desa

12.4 | Potensi Menu Kegiatan a) Pelatihan bagi kader dan PKK untuk mengidentifikasi dan

tingkat desa pendataan balita gizi kurang & gizi buruk.

b) Penyediaan paket PMT untuk balita gizi kurang (tinggi
protein hewani)

c) Pelatihan bagi kader untuk konseling dan kunjungan Rumah
ke balita gizi kurang;

d) Penugasan kader untuk melakukan kunjungan Rumah dan
konseling ke keluarga dengan balita gizi kurang.

e) Berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk
mengembangkan menu Ilokal dan kegiatan untuk

menangani balita gizi kurang.

12.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

12.6 | Estimasi Anggaran Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun, setiap dusun memiliki 5

balita gizi kurang setiap bulan (6 dusun x 5 balita gizi

(*Biaya paket pelatinan kurang/bulan x 12 bulan = 360 balita gizi kurang per tahun.

disesuaikan dengan SBM

daerah masing-masing) a. Biaya pelatihan bagi kader dan PKK untuk
mengidentifikasi dan pendataan balita gizi kurang dan gizi
butuk (1 desa x 6 posyandu x 31 (30 kader & 1 PKK) x 1
kali pelatihan/tahun x 150,000* (paket pelatihan/orang) =
Rp. 27,900,000)

b. Penyediaan PMT untuk balita gizi kurang (6 dusun x 5
balita kurus/bulan x 6 bulan x Rp. 120,000 (2 rak telur)) =
Rp. 21,600,000/ tahun

c. Biaya insentif bagi kader untuk melakukan kunjungan
rumah dan konseling keluarga dengan balita gizi kurang (6
dusun x 5 balita gizi kurang x 3 kali sebulan x 12 bulan x
Rp. 25,000 = Rp.27.000.000

d. Biaya menu lokal (6 dusun x 5 balita gizi kurang x 30 kali
makan dalam sebulan x 3 bulan x Rp.15,000 =
Rp.40.500.000

12.7 | Bagaimana memastikan / a. Lihat lampiran form #Kader monitoring balita gizi kurang
memverifikasi Kader dan gizi buruk, melaporkan ke kepala desa dan Nakes
b. Lihat Lampiran #Form kunjungan rutin kader dan

pemberian konseling
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12.8

Pembagian Beban Kerja

a. Jika setiap Posyandu memiliki 5 Kader, maka Kader di tiap
dusun rata-rata bertanggung jawab mengawasi 1-2 balita
gizi kurang setiap bulan/ maksimal 10 orang/tahun.

a. Setiap dusun terdapat minimal 1 posyandu, dan setiap
dusun rata-rata memiliki 10 RT. 5 Kader bertanggung
jawab pada 2 RT dengan mengawasi, memantau dan

memastikan kondisi balita di RT masing-masing.

12.9

Dimana bisa mendapatkan
Layanan PMT

posyandu

13. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

[\ [o)

Penjelasan

Keterangan

13.1 | Mengapa perlunya bayi 0 - | a. Mencegah tertular penyakit infeksi dan terpapar penyakit
11 bulan diimunisasi berbahaya
b. Mempersiapkan tubuh bayi untuk melawan serangan
infeksi di kemudian hari

13.2 | Tujuan Kegiatan di desa Memastikan seluruh Balita mendapatkan Imunisasi dasar

lengkap.

13.3 | Hasil yang diharapkan; a) ldentifikasi sasaran bayi 0-11 bulan yang memperioleh
imunisasi lengkap dan menindaklanjuti bayi yang belum
lengkap imunisasi di desa

b) 100% cakupan bayi 0-11 bulan memperoleh imunisasi di
desa

c) 100% tersedia Imunisasi di desa

d) Adanya peningkatkan pengetahuan Ibu pengasuh / kader
tentang pentingnya imunisasi

13.4 | Potensi Menu Kegiatan a) Mengembangkan sistem pendataan tingkat desa untuk bayi

tingkat desa balita dan ibu hamil

b) Bersama aparat desa, tokoh agama dan tokoh adat
melakukan promosi pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi
umur 0 — 12 bulan.

c) Memberikan sertifikat untuk bayi yang mendapatkan
imunisasi lengkap dan tepat waktu.

d) Mengembangkan media KIE

13.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan
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13.6 | Estimasi Anggaran Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun

a. Insentif bagi Kader Posyandu dalam pendataan bayi ,
balita dan ibu hamil di tingkat desa (6 dusun x 5 kader
(yang melakukan pendataan) x 12 bulan x Rp 25,000 =
Rp.9.000.000

b. Biaya promosi kegiatan pentingnya imunisasi (Rp.
1,000,000/paket)

c. Biaya pemberian sertifkat untuk bayi yang mendapat
imunisasi lengkap tepat waktu ( 1 desa x 6 posyandu x 3
sertifikat x 1 kali /tahun x 250,000 (paket hadiah dan
sertifikat) = Rp. 4,500,000)

d. Biaya cetak dan design spanduk dan flip chart Rp.
2,000.0000/tahun

13.7 | Bagaimana memastikan / a. Lihat lampiran form #Pemantuan kader, melaporkan ke

memverifikasi Kader kepala desa dan Nakes

b. Lihat Lampiran #Form kunjungan rutin kader dan
pemberian konseling

c. Format monitoring bulanan dan triwulan KPM lengkap, bisa
menggunakan format tersebut atau membuat format

khusus untuk kader

13.8 | Pembagian Beban Kerja a. Jika di satu dusun terdapat 10 RT, tiap kader diberikan
bertanggung jawab sweeping bayi, balita dan ibu hamil di
wilayah tanggung jawab RT dan kader mendata bayi/balita
yang sudah dan belum mendapat Imunisasi lengkap untuk
dilaporkan kepada kepala Desa dan Nakes

b. Sweeping dan pendataan ini dibantu oleh KPM

c. Setelah verifikasi data yang belum diimunisasi, nakes dan

kader membuat jadwal imunisasi

13.9 | Dimana bisa mendapatkan | Puskesmas/Pustu/Poskesdes

Layanan
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Keluarga Beresiko

Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko

Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon
pengantin/lbu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua
puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan

orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layakKeluarga

beresiko

14. Keluarga yang Stop BABS
No Penjelasan

14.1 | Mengapa semua keluarga
beresiko harus stop BABS

Keterangan

a. BABS akan menciptakan lingkungan yang

tidak sehat, karena dapat mencemari air dan
udara yang berakibat pada masalah
Kesehatan.

. Akan menjadi sumber penularan diare dan

mudah menyerang anak-anak yang akan
berpengaruh pada kondisi gizi anak jika

terjadi terus menerus.

14.2 | Tujuan kegiatan

. Memastikan semua keluarga beresiko stop

BABS

14.3 | Hasil yang diharapkan

. ldentifikasi sedini mungkin keluarga beresiko

dan 1000 HPK

. 100% keluarga beresiko dan 1000 HPK stop

BABS

14.4 | Potensi menu kegiatan di
tingkat desa

Mengembangkan sistem agar keluarga
beresiko dan 1000 HPK terpantau agar tidak
BABS

. Mengembangkan peraturan desa untuk

memastikan tidak ada yang BAB

sembarangan.
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c. Melakukan promosi Kesehatan tentang
pentingnya sanitasi yang layak (bekerja sama
dengan tokoh agama, tokoh adat dan para
pemangku kepentingan yang lain).

d. Mengadakan arisan jamban

e. Pelaksanaan STBM

14.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

14.6 | Estimasi Anggaran Tidak memerlukan anggaran (sudah termasuk
honor kader rutin)

14.7 | Bagaimana memastikan atau a. Form Pemantauan dan evaluasi
memverifikasi sanitasi yang b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi
layak

14.8 | Pembagian beban kerja a. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan

Pemdes mendorong perubahan perilaku
masyarakat

b. Pemerintah desa bersama KPM mencatat
dan memastikan Keluarga 1000 HPK
melakukan stop BABS

14.9 | Dimana Kegiatan dapat Dirumah keluarga beresiko dan 1000 HPK

dilakukan

15. Keluarga yang melaksanakan PHBS

No Penjelasan Keterangan

15.1 | Mengapa keluarga perlu | Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan
melaksanakan PHBS masyarakat.
PHBS mencakup beberapa indikator berikut ini:
e Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
e Menggunakan toilet untuk buang air besar
maupun kecil dan menjaga kebersihannya
e Menggunakan air bersih

¢ Mengonsumsi makanan sehat dan bersih,

termasuk sayur dan buah-buahan
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e Menjaga kebersihan diri dengan cara mandi,
memotong kuku yang panjang, dan menyikat gigi
2 kali sehari

e Memberantas jentik nyamuk

e Berolahraga secara rutin

e Membuang sampah pada tempatnya

e Menghentikan kebiasaan merokok

e Menghindari dan tidak mengonsumsi narkoba,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

15.2 | Tujuan Kegiatan di desa | Memastikan masyarakat dapat mencapai indikator
PHBS
15.3 | Hasil yang diharapkan; | a) Identifikasi sasaran
b) 100% keluarga berseiko dan 1000 HPK menerapkan
PHBS
c) 100% tersedia layanan bagi balita dengan pneumonia
& diare di Desa
d) Adanya peningkatkan pengetahuan dan perilaku
sararan (keluarga beresiko dan 1000 HPK) untuk
PHBS
15.4 | Potensi Menu Kegiatan | a) Bekerjasama dengan Puskesmas untuk melatih kader
tingkat desa b) Memberi insentif untuk kader dalam memberikan
penyuluhan
c) Melakukan promosi PHBS
15.5 | Kapan dilakukan Setiap hari/ bulan
15.6 | Estimasi Anggaran Simulasi 1 desa memiliki 6 dusun
a. Biaya pelatihan PHBS bagi kader (1 desa x 6
posyandu x 16 (15 kader & 1 PKK) x 1 kali
pelatihan/tahun x 150,000 (paket pelatihan/orang) =
Rp. 14,400,000) — melatih 2 kader dari tiap posyandu
b. Insentif bagi Kader Posyandu dalam memantau
keluarga bersiko (15 kader (yang sudah dilatih) x 2
kali kunjungan x 12 bulan x Rp 25,000 =
Rp.9.000.000
c. Kegiatan Promkes
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15.7

Bagaimana memastikan

/ memverifikasi Kader

a. Lihat lampiran form #Pemantuan kader, melaporkan
ke kepala desa dan Nakes

b. Lihat Lampiran #Form kunjungan rutin kader dan
pemberian konseling

c. Format monitoring bulanan dan triwulan KPM
lengkap, bisa menggunakan format tersebut atau

membuat format khusus untuk kader

15.8

Pembagian Beban Kerja

a. 15 kader yang dilatih dari 6 posyandu; setiap
posyandu terdapat 2 kader terlatih PHBS akan
membagi tugas dan tanggung jawab memantau
keluarga bersiko dan 1000 HPK

b. Membuat laporan dan melaporkan kepada kepala
desa dan nakes

c. Kader membantu pemantauan dan disupervisi tenaga

Kesehatan

15.9

Dimana bisa

mendapatkan Layanan

Puskesmas/Pustu/Poskesdes
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B. Indikator Intervensi Gizi Sensitif

16.

[\ [o)

16.1

Remaja mendapatkan edukasi pencegahan pernikahan Dini

Penjelasan

Mengapa Remaja harus
mendapatkan edukasi tentang
resiko untuk menikah diusia

yang dini?

Keterangan

WHO telah mengeluarkan ketentuan usia pernikahan
adalah diatas 18 tahun

Perlu kematangan fisik dan psikis agar pernikahan
dapat dijalankan dengan sehat

Resiko pernikahan dini adalah:

- Resiko kematian 5 kali lipat jika menikah di
usia di bawah 15 tahun dibandingkan dengan
diatas 20 tahun.

- Resiko bayi prematur dan berat badan lahir
rendah

- Resiko perdarahan persalinan

- Bayi akan lebih sering terkena sakit

16.2

Tujuan kegiatan

Memastikan remaja mendapatan edukasi tentang

pencegahan menikah usia dini

Memastikan remaja paham resiko pernikahan dini

16.3

Hasil yang diharapkan

Remaija di desa teridentifikasi
100% cakupan remaja mendapat edukasi di sekolah

dan posyandu remaja

16.4

Potensi menu kegiatan di
tingkat desa

Pencatatan remaja yang ada di desa baik yang
bersekolah maupun putus sekolah oleh Kader
Posyandu/ PKK Desa bekerjasama dengan bidan
desa.

Pelatihan bagi Kader/ PKK untuk melakukan
pendataan remaja yang ada di desa ( khusus yang
tidak/ putus sekolah),

Pemberian konseling pencegahan pernikahan dini
Mengembangkan sistem untuk memastikan remaja
mendapatkan edukasi (salah satunya melalui
Peraturan desa)

Mengembangkan sistem dukungan sebaya untuk

meningkatkan kesadaran resiko pernikahan dini
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Mengalokasikan dana untuk kegiatan konseling
remaja

Penyuluhan untuk orang tua tentang resiko
penyuluhan dini

Pendekatan kepada Lembaga agama untuk
memasukan materi pencegahan pernikahan dini di

setiap khotbah

16.5 | Kapan dilakukan Setiap hari/ bulan

16.6 | Estimasi Anggaran Kegiatan edukasi di sekola dan posyandu
remaja tidak memerlukan biaya. Dilakukan oleh
guru, kader posyandu dan tenaga kesehatan

16.7 | Bagaimana memastikan atau a. Lampiran form Kader menemukan remaja

memverifikasi Data putus sekolah, melaporkan ke Kepala Desa
dan Bidan Desa

b. Lampiran form kunjungan rutin / edukasi
kelompok Kader/ PKK

16.8 | Pembagian beban kerja a. Guru memastikan edukasi dilakukan

disekolah
b. Tenaga Kesehatan dan kader Kesehatan
melakukan edukasi di posyandu remaja

16.9 | Dimana remaja putri Sekolah, posyandu remaja, Bidan Desa,
mendapatkan edukasi Polindes/ Pustu

Calon Pengantin (Pasangan Usia Subur)

17. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan

materi pencegahan stunting

No Penjelasan Keterangan
17.1 | Mengapa Pasangan calon - Pasangan calon pengantin perlu
pengantin yang mendapatkan mempersiapkan diri dalam memasuki
bimbingan perkawinan dengan gerbang pernikahan untuk merencanakan
materi pencegahan stunting kehamilan sehingga dapat membentuk
keluarga yang sejahtera dan melahirkan
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generasi penerus yang sehat dan
berkualitas

- Pasangan calon pengantin perlu
meningkatkan pengetahuan terkait

kesehatan reproduksi calon pengantin..

17.2 | Tujuan kegiatan Agar Catin dapat mempersiapkan diri dalam
memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk
keluarga yang sejahtera dan melahirkan generasi
penerus yang sehat dan berkualitas

17.3 | Hasil yang diharapkan Catin di desa teridentifikasi
100% catin mendapatkan edukasi

17.4 | Potensi menu kegiatan di Edukasi kepada catin

tingkat desa Penyuluhan catin di Lembaga agama

17.5 | Kapan dilakukan Setiap hari/ bulan

17.6 | Estimasi Anggaran Tidak perlu anggaran

17.7 | Bagaimana memastikan atau a. Lampiran form Kader menemukan calon

memverifikasi Data pengantin, melaporkan ke Kepala Desa dan
Bidan Desa
b. Lampiran form kunjungan rutin / edukasi
kelompok Kader/ PKK

17.8 | Pembagian beban kerja Lembaga agama melakukan edukasi catin yang
datang
Nakes melakukan edukasi di faskes
Kader membantu pencatatan dan pelaporan

17.9 | Dimana PUS mendapatkan posyandu remaja, Bidan Desa, Polindes/ Pustu

edukasi
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18. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat

[\ [o) Penjelasan

18.1

Mengapa PUS degan status
miskin dan penyandang masalah
kesra mendapatkan bantuan
tunai bersyarat (PKH)

Keterangan

Membantu PUS untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan membuka akses

keluarga miskin terutama ibu hamil dan
anaknya untuk memanfaatkan berbagai fasilitas
layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas
layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di

sekitar mereka.

Tujuan Kegiatan di desa

Agar Pasangan Usia Subur (PUS) dengan
status miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial mendapatkan bantuan
tunai bersyarat

Hasil yang diharapkan

Semua Pasangan Usia Subur (PUS) dengan
status miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan mendapatkan bantuan tunai
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya

Potensi Menu Kegiatan tingkat
desa

a. Pemutakhiran data PUS degan status
miskin dan penyandang masalah kesra

b. Memprioritaskan agar penerima PKH
adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan
status miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan.

c. Melakukan advokasi kepada pemerintah
daerah jika terdapat PUS dengan status
miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan belum mendapatkan PKH

Kapan dilakukan

Menyesuaikan dengan jadwal program

Estimasi anggaran

Tidak perlu dana karena sudah menjadi tugas
aparat desa.

Bagaimana memastikan/

memverifikasi Data

Verifikasi dilakukan dengan laporan kepala
desa
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18.8 | Pembagian beban kerja Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kader,
Kepala Desa/Sekdes, dan Kasi Kesra di Desa.
18.9 | Dimana bisa mendapatkan Dinas Sosial melalui Kepala Desa

BNPT

19. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai

No Penjelasan Keterangan

19.1 Mengapa PUS dengan Membantu PUS untuk dapat memenuhi kebutuhan
status miskin dan pangan dan gizinya.
penyandang masalah kesra | Supaya PUS yang berpotensi memiliki anak di
perlu mendapatkan bawah lima tahun dan akan hamil lagi terpenuhi
BPNT? kebutuhan gizi dan pangannya

19.2 Tujuan Kegiatan di desa Agar PUS dengan status miskin dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial mendapatkan

Bantuan Pangan Non Tunai

19.3 Hasil yang diharapkan Semua PUS dengan status miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan tercukupi
kebutuhan pangannya melalui program BPNT

194 Potensi Menu Kegiatan a. Pemutakhiran data keluarga 1000 HPK yang

tingkat desa tergolong KK miskin;

b. Memprioritaskan penerima BPNT adalah
Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status
miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan;

c. Melakukan advokasi kepada pemerintah
daerah jika terdapat PUS dengan status miskin
dan penyandang masalah kesejahteraan
belum mendapatkan BNPT

19.5 Kapan dilakukan Menyesuaikan dengan jadwal program

19.6 Estimasi anggaran Tidak perlu dana karena sudah menjadi tugas
aparat desa.

19.7 Bagaimana memastikan/ Verifikasi dilakukan dengan laporan Kepala Desa

memverifikasi Data
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19.8 Pembagian beban kerja Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kepala
Desa, KPM. Sedang kader Posyandu bisa
memantau

10.9 Dimana bisa mendapatkan | Dinas Sosial melalui Kepala Desa

BNPT

20. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang

menjadi Penerima Bantuan luran (PBIl) Jaminan Kesehatan

No Penjelasan Keterangan
201 Mengapa Pasangan Usia Agar PUS fakir miskin dan orang tidak mampu
Subur (PUS) fakir miskin dan | mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai
orang tidak mampu harus dengan kebutuhannya.
menjadi penerima bantuan
iuran Jaminan Kesehatan?
20.2 Tujuan Kegiatan di desa Memastikan PUS fakir miskin menjadi peserta JKN
20.3 Hasil yang diharapkan Seluruh PUS menjadi peserta JKN
20.4 Potensi Menu Kegiatan o Melakukan pendataan kepersertaan JKN pada
tingkat desa PUS fakir miskin dan orang tidak mampu
e Mengembangkan sistem agar anak yang lahir
mendapatkan Akta kelahiran dan keluarga
memiliki Kartu Keluarga
o Melakukan advokasi kepada Pemerintah
Kabupaten
20.5 Kapan dilakukan Setiap saat
20.6 Estimasi anggaran Tidak perlu anggaran
20.7 Bagaimana memastikan/ Laporan KPM
memverifikasi Data
20.8 Pembagian beban kerja Satu KPM memonitor 10 KK
120.9 | Dimana bisa mendapatkan Puskasmas/Pustu dan Website BPJS Kesehatan
informasi tentang JKN?
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R —
21. Persentase Unmet Need pelayanan Keluarga Berencana

No Penjelasan Keterangan

21.1 | Mengapa unmet need Unmet need adalah kelompok yang belum
pelayanan KB harus ditangani/ | terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup
diturunkan? semua pria atau wanita usia subur.

Merupakan tantangan program KB untuk
mengendalikan pertambahan penduduk dengan
memenuhi kebutuhan kontrasepsi yang juga
secara tidak langsung dapat berkontribusi bagi
peningkatan indikator kesehatan (Angka
Kematian Ibu, Bayi, dan Stunting)

21.2 | Tujuan kegiatan Memastikan layanan KB tersedia bagi PUS yang

membutuhkan

Memastikan ibu bersalin mendapatkan
pemakaian KB paska salin

21.3 | Hasil yang diharapkan PUS teridentifikasi

PUS mendapatkan layanan KB sesuai
kebutuhan

Ibu hamil mendapatkan KB pasca salin

21.4 | Potensi menu kegiatan di Penyuluhan pentingnya Ber-KB
tingkat desa
Pemberian layanan KB oleh Nakes
21.5 | Kapan dilakukan Tentatif sesuai kebutuhan
21.6 | Estimasi Anggaran Kegiatan edukasi dan pomosi kesehatan di

Posyandu dan Puskesmas (tidak memerlukan

biaya)
21.7 | Bagaimana memastikan atau Laporan kader
memverifikasi Data
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21.8 | Pembagian beban kerja Kader membantu melakukan promosi
Bidan melakukan promosi dan memberikan

layanan KB

21.9 | Dimana PUS dan ibu hamil Bidan, Pustu, Puskesmas
mendapatkan layanan KB

22. Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD)

No Penjelasan Keterangan

22.1 | Mengapa kehamilan yang tidak | KTD terdiri dari kehamilan tidak tepat waktu dan
diinginkan harus dicegah? kehamilan tidak diinginkan sama sekali.

KTD dapat menyebabkan kelahiran yang tidak
direncanakan dan dapat mengganggu kesehatan
fisik dan mental ibu dan anak.

KTD juga merupakan indikator peningkatan
risiko kelahiran yang buruk seperti kelahiran
prematur, ketuban pecah dini, dan bayi berat
lahir rendah, serta dapat menyebabkan
keguguran atau juga dapat menyebabkan

kematian ibu.

22.2 | Tujuan kegiatan Mengurangi kejadian kehamilan yang tidak
dinginkan

22.3 | Hasil yang diharapkan Adanya pelayanan (konseling, penyuluhan,

penyedaan alat kontrasepsi) untuk mencegah
kejadian kehamilan yang tidak dinginkan

22.4 | Potensi menu kegiatan di e Penyuluhan pencegahan kehamilan yang
tingkat desa tidak diinginkan oleh kader yang sudah
dilatih.

o Konseling pencegahan kehamilan yang tidak
diinginkan oleh nakes.

22.5 | Kapan dilakukan Setiap hari/Bulan

22.6 | Estimasi Anggaran Kegiatan penyuluhan oleh kader sebagai
kesatuan kegiatan dalam posyandu (tidak

memerlukan biaya).
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Kegiatan konseling oleh tenaga kesehatan

puskesmas.
22.7 | Bagaimana memastikan atau a. Lampiran form Kader melakukan penyuluhan
memverifikasi Kader/ PKK b. Lampiran form kunjungan rutin / edukasi
kelompok Kader/ PKK
c. Lampiran laporan konseling tenaga kesehatan
22.8 | Pembagian beban kerja Kader melakukan penyuluhan dengan supervise
nakes

Konseling oleh nakes (kader membantu

membuat laporan)

22.9 | Dimana kegiatan dapat Bidan Desa, Polindes/Pustu, Posyandu

dilakukan

Keluarga Berisiko

Keluarga berseiko Stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang
terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/lbu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23
(dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari
keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak

layakeluarga Beresiko

23. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi

ikan dalam negeri

No Penjelasan Keterangan

23.1 Mengapa keluarga bersiko | lkan merupakan sumber protein hewani yang
harus mendapatkan mengandung Protein, Vitamin, Mineral yang
promosi peningkatan sangat baik bagi Pertumbuhan dan Perkembangan
konsumsi ikan dalam Anak.
negeri?

23.2 Tujuan Kegiatan di desa Keluarga beresiko mendapatkan promosi

peningkatan konsumsi ikan

23.3 Hasil yang diharapkan Keluarga beresiko paham tentang manfaat makan
ikan

Keluarga beresiko mengonsumsi ikan
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23.4 Potensi Menu Kegiatan a. Promosi manfaat mengonsumsi ikan di
tingkat desa posyandu dan dasa wisma
b. Pendampingan kepada keluarga beresiko untuk
mengonsumsi ikan
23.5 Kapan dilakukan Setiap saat pada pertemuan warga dan di
Posyandu
23.6 Estimasi anggaran Kegiatan Promosi/Edukasi makan ikan tidak
memerlukan biaya (kegiatan dilakukan bersamaan
dengan kegiatan lain)
23.7 Bagaimana memastikan/ Format laporan kader (KPM)
memverifikasi data
23.8 Pembagian beban kerja Setiap kader melakukan monitoring ke 10 keluarga
(dasawisma)
23.9 Dimana bisa mendapatkan | Dinas Perikanan Kabupaten

materi promo makan ikan

dalam negeri

24. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan

[\ [o) Penjelasan Keterangan
241 Mengapa keluarga bersiko | KB Pasca Persalinan merupakan upaya
harus mendapatkan pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat
pelayanan keluarga dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan
berencana pasca sampai dengan 42 hari/6 minggu setelah
persalinan melahirkan.
Dengan KB pasca salin akan membantu Ibu dalam
menjarangkan kehamilan sehingga Ibu dan
keluarga mampu memberikan perhatian pada anak
dengan lebih maksimal.
24.2 Tujuan Kegiatan di desa o Memastikan ibu hamil dan keluarga

mendapatkan edukasi tentang KB pasca
persalinan

e Mendorong ibu melahirkan mendapatkan
pelayanan KB pasca persalinan.
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24.3 Hasil yang diharapkan ¢ |bu dan keluarga paham tentang manfaat KB
pasca persalinan
e Ibu dan keluarga mau mendapatkan pelayanan
KB pasca persalinan.
244 Potensi Menu Kegiatan e Konseling KB Pasca salin kepada ibu dan
tingkat desa keluarga
e Pedampingan kepada ibu hamil agar paham
dan mau mendapatkan pelayanan KB pasca
salin
245 Kapan dilakukan Saat posyandu dan saat kunjungan rumah
24.6 Estimasi anggaran o Pelatihan Promosi KB pasca salin kepada
kader (bisa bersamaan dengan pelatihan
yang lainnya)
o Konseling KB pasca salin oleh tenaga
kesehatan (dana dari Puskesmas)
247 Bagaimana memastikan/ Format laporan kader
memverifikasi Data
24.8 Pembagian beban kerja Setiap kader melakukan monitoring ke 10 keluarga
(dasawisma)
249 Dimana bisa mendapatkan | Dinas Keluarga Berencana Kabupaten
materi KIE tentang KB
pasca persalinan
25. Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan
[\ [o) Penjelasan Keterangan
25.1 Mengapa keluarga bersiko | Agar keluarga beresiko stunting dibantu dalam
stunting perlu mengatasi risiko-risiko tersebut.
mendapatkan Pendampingan Keluarga yang dilakukan meliputi
pendampingan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan
fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan
untuk  meningkatkan akses informasi dan
pelayanan kepada keluarga berisiko stunting
seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0
— 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon
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pasangan usia subur melalui pendampingan 3
(tiga) bulan pranikah sebagai deteksi dini faktor
risiko stunting dan agar dapat dilakukan upaya
untuk meminimalisir atau pencegahan pengaruh

dari faktor risiko stunting.

25.2

Tujuan Kegiatan di desa

a. Melakukan pendampingan terhadap
keluarga yang memiliki kerawanan terhadap
Stunting.

b. Melakukan skrining 3 bulan pra nikah
kepada catin untuk mengetahui faktor resiko
stunting, dalam upaya mengantisipasi faktor
risiko tersebut

c. Melakukan pendampingan kepada semua

melakukan

bumil dengan

pemantauan/pemeriksaan kehamilan
secara berkala, melakukan KIE KB pasca
persalinan dan melakukan rujukan bila

diperlukan.

253

Hasil yang diharapkan

Semua keluarga berisiko mendapatkan

pendampingan sehingga mendapatkan semua

intervensi yang diperlukan

254

Potensi Menu Kegiatan

tingkat desa

Kader melakukan pemantauan kepada keluarga

beresiko di Posyandu atau kunjungan ke rumah

25.5

Kapan dilakukan

Setiap saat dan setiap bulan

26.6

Estimasi anggaran

Tidak diperlukan anggaran (sudah termasuk dalam

honor kader)

25.7

Bagaimana memastikan/

memverifikasi Data

Format laporan kader (KPM)

25.8

Pembagian beban kerja

Setiap kader melakukan monitoring ke 10 keluarga

(dasawisma)

25.9

Dimana bisa mendapatkan
materi KIE untuk
pendampingan keluarga

berisiko Stunting

Dinas Kesehatan, DInas KB, Dinas Sosial
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26. Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan
untuk peningkatan asupan gizi

No Penjelasan Keterangan

261 Mengapa keluarga berisiko | Untuk memastikan keluarga dengan 1000 HPK
Stunting harus mempunyai persediaan pangan yang cukup untuk
mendapatkan manfaat memenuhi kecukupan gizi keluarganya.

sumber daya pekarangan?

26.2 Tujuan Kegiatan di desa Keluarga 1000 HPK dapat memanfaatkan
pekarangannya atau mendapatkan manfaat
pangan dari Kebun Gizi bersama

26.3 Hasil yang diharapkan Keluarga 1000 HPK dapat memenuhi kebutuhan
pangannya dari hasil mengelola pekarangan
26.4 Potensi Menu Kegiatan a. Mengembangkan mekanisme agar keluarga
tingkat desa 1000 HPK mendapatkan manfaat program

pemanfaatan pekarangan
b. Pendampingan kepada keluarga 1000 HPK
dalam melaksanakan program pemanfaatan

pekarangan
26.5 Kapan dilakukan Bisa dilakukan setiap saat tapi lebih baik dimulai
saat musim hujan terutama untuk desa yang
kurang air
26.6 Estimasi anggaran 1 paket program pemanfaatan pekarangan untuk

satu keluarga yang memiliki 1000 HPK adalah 1
juta rupiah.

26.7 Bagaimana memastikan/ Format laporan kader (KPM)

memverifikasi Data

26.8 Pembagian beban kerja Setiap kader melakukan monitoring ke 10 keluarga

(dasawisma)

26.9 Dimana bisa mendapatkan | Dinas ketahanan Pangan melalui Kecamatan
paket pemanfaatan

pekarangan
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e
Air Minum dan Sanitasi

27. Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum layak

No Penjelasan Keterangan

27.1 | Mengapa semua Keluarga a. Air minum yang tidak layak dapat
dengan 1000 HPK harus menyebabkan Diare yang merupakan salah
mendapat air minum layak satu penyebab kurang gizi

b. Kurang gizi melemahkan sistem kekebalan
tubuh sehingga anak-anak lebih mudah
terserang penyakit yang serius dan
meninggal

c. Kurang Gizi dalam dua tahun pertama
kehidupan menyebabkan kerusakan otak
yang tidak dapat diperbaiki

27.2 | Tujuan kegiatan Memastikan semua keluarga dengan 1000 HPK

mendapatkan air minum layak

27.3 | Hasil yang diharapkan a. ldentifikasi sedini mungkin keluarga yang
dengan 1000 HPK dengan kerawanan akses
air minum yang layak;

b. 100% keluarga dengan 1000 HPK mendapat

dan mengkonsumsi air minum layak

27.4 | Potensi menu kegiatan di a. Mengembangkan sistem agar keluarga
tingkat desa dengan 1000 HPK mendapatkan air minum
layak.

b. Mencari peluang mendapatkan CSR untuk
mendapatkan bantuan akses air minum layak

c. Mencari potensi teknologi sederhana untuk
pengadaan air minum

d. Melakukan advokasi kepada pemerintah
Kabupaten dan Provinsi untuk mendapatkan

program penyediaan akses air minum layak

27.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan

27.6 | Estimasi Anggaran Simulasi 1 Desa memiliki 4 Dusun, tiap dusun

memiliki 4 ibu Hamil dan 25 ibu baduta maka
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sasaran 1000 HPK per tahun = 4 Dusun X 29 |bu
1000 HPK = 116 Ibu .

Pembangunan jaringan perpipaan atau pun
penyediaan sarana air minum harus menyasar
116 keluarga dengan 1000 HPK

Misalnya jarak sumber air dari rumah warga 3 KM
maka estimasi biaya :

e Pompa hidran dan instalasi, bak tangkapan
mata air, bak header, reservoir = Rp
180.000.000

e Pipa HDPE 2 dim ukuran PN 10 1 roll
panjang 100 meter harga Rp 4.600.000 =
30 roll X 4.600.000 = Rp 138.000.000

e Jaringan kran rumah = Rp 700.000 X116
rumah = 81.200.0000

e Swadaya masyarakat untuk bahan lokal
dan tenaga kerja

e Total biaya Rp 400.000.000

27.7

Bagaimana memastikan atau
memverifikasi Pembangunan/
penyediaan sarana air minum

layak

a. Pemantauan dan evaluasi di lapangan
b. Pemantauan dan evaluasi kepada keluarga

penerima manfaat (wawancara & survey)

27.8

Pembagian beban kerja

a. Dinas PUPR bekerjasama dengan Pemdes
mendorong partisipasi masyarakat desa
dalam pembangunan sarana dan prasarana
air layak minum

b. Pemerintah desa bersama KPM mencatat
dan memastikan Keluarga 1000 HPK

menggunakan sumber air minum layak

27.9

Dimana Kegiatan dapat

dilakukan

Di rumah keluarga 1000 HPK dengan kebutuhan

akses air minum layak
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28.

Rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi (air imbah domestik) layak

No Penjelasan

28.1

Mengapa semua Rumah
Tangga harus menggunakan
sanitasi yang layak

Keterangan

Banyak penyakit terutama Diare dapat dicegah
bila terbiasa menjaga kebersihan diri dan
kesehatan lingkungan. Kita tahu diare dan
penyakit lainnya dapat merupakan penyebab
kurang gizi. Kurang gizi dapat melemahkan
sistem kekebalan tubuh sehingga anak-anak
lebih mudah terserang penyakit yang serius dan
meninggal. Selain itu Kurang Gizi dalam dua
tahun  pertama kehidupan  menyebabkan
kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki.

Tujuan kegiatan

Memastikan semua keluarga dengan 1000 HPK
mendapatkan Akses Sanitasi layak.

Hasil yang diharapkan

a. ldentifikasi sedini mungkin keluarga yang
dengan 1000 HPK;

b. 100% keluarga dengan 1000 HPK mendapat
dan menggunakan sanitasi yang layak

Potensi menu kegiatan di
tingkat desa

e Mengembangkan sistem agar keluarga
dengan 1000 HPK mempunyai akses sanitasi
yang layak (misal: arisan jamban)

e Mengembangkan peraturan desa untuk
memastikan tidak ada yang BAB
sembarangan (Open Defecation Free).

e Melakukan promosi Kesehatan tentang
pentingnya sanitasi yang layak (bekerja sama
dengan tokoh agama, tokoh adat dan para
pemangku kepentingan yang lain).

Kapan dilakukan

Setiap bulan

Estimasi Anggaran

Simulasi 1 Desa memiliki 4 Dusun, tiap dusun
memiliki 4 ibu Hamil dan 25 ibu baduta maka
sasaran 1000 HPK per tahun = 4 Dusun X 29 ibu
1000 HPK = 116 Ibu .
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Papan, semen 2 Zak, besi ukuran 10 2
batang, batako 13 buah, pipa paralon 1
batang, kloset = Rp 1.000.000

Total kebutuhan 116 rumah X Rp 1.000.000
= Rp 116.000.0000

Bagaimana memastikan atau
memverifikasi sanitasi yang

layak

Pemantauan dan Pendataan
Laporan hasil pemantauan dan Evaluasi

setelah pembangunan sanitasi layak.

Pembagian beban kerja

Dinas PUPR bekerjasama dengan Pemdes
mendorong partisipasi masyarakat desa
dalam pembangunan sarana dan prasarana
sanitasi layak.

Pemerintah desa bersama KPM mencatat
dan memastikan Keluarga 1000 HPK
mempunyai dan menggunakan sanitasi

layak

Dimana Kegiatan dapat
dilakukan

Di rumah keluarga 1000 HPK dengan sanitasi
tidak layak

Perlindungan Sosial

29.

Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan

modul kesehatan dan gizi

No Penjelasan Keterangan
29.1 | Mengapa KPM PKH Perlu a. Kurangnya pemahaman keluarga terkait gizi
mendapatkan FDS gizi dan dan Kesehatan dapat menyebabkan anak
Kesehatan mengalami kurang gizi dan kesehatan
b. FDS gizi dan Kesehatan akan
meningkatkan pengetahuan KPM PKH
terkait pentingnya 1000 HPK , akses pada
JKN, dan PMT.
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29.2 | Tujuan kegiatan Memastikan cakupan dan Kepatuhan KPM PKH
mengikuti FDS gizi dan Kesehatan

29.3 | Hasil yang diharapkan a. ldentifikasi KPM PKH untuk mengikuti FDS
Gizi dan Kesehatan

b. 100% cakupan KPM PKH mengikuti FDS
gizi dan Kesehatan

c. 100% Kepatuhan KPM PKH melaksanakan
hasil pertemuan FDS gizi dan Kesehatan

d. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran
KPM PKH dalam hal kesehatan dan gizi
terutama mengenai pentingnya 1000 HPK,
kesehatan dan gizi ibu hamil, nifas,
menyusui, bayi dan balita serta pola asuh

e. Meningkatkan praktik positif untuk

mendorong terjadinya perubahan perilaku

29.4 | Potensi menu kegiatan di a. Memastikan keluarga miskin  yang

tingkat desa merupakan 1000 HPK menjadi penerima
manfaat PKH

b. Memastikan KPM PKH mengikuti FDS Gizi
dan Kesehatan

c. Melakukan advokasi kepada pemerintah
daerah jika terdapat KK miskin yang
merupakan 1000 HPK tidak menjadi

penerima manfaat PKH.

29.5 | Kapan dilakukan Setiap bulan selama masa kepesertaan PKH
29.6 | Estimasi Anggaran Kegiatan Pertemuan FDS tidak membutuhkan
biaya

29.7 | Bagaimana memastikan atau Form laporan Pendamping PKH

memverifikasi Data

29.8 | Pembagian beban kerja Pendamping PKH berkewajiban untuk
melaksanakan pertemuan kelompok/FDS
dengan KPM PKH dampingannya setiap bulan.

Dalam pelaksanaan tugas pendampingan,

pendamping PKH dapat membentuk kelompok
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KPM PKH yang beranggotakan 10-30 KPM
dengan kriteria berdasarkan kedekatan tempat

tinggal
29.9 | Dimana Kegiatan dapat Kegiatan pertemuan kelompok KPM PKH bisa
dilakukan dilakukan di tempat yang disepakati oleh

anggota kelompok

30. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Baduta

yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur

No Penjelasan Keterangan

30.1 | Mengapa Keluarga 1000 HPK Pangan merupakan kebutuhan Pokok bagi
kelompok Miskin perlu semua orang. Apalagi pada Ibu Hamil, dimana
menerima variasi bantuan kecukupan gizi sangat krusial untuk Ibu dan
pangan selain beras dan telur Anak dalam kandungannya. Begitu juga pada
anak Baduta, kurang gizi pada 1000 HPK akan
berdampak pada tumbuh kembang dan
perkembangan otak.

30.2 | Tujuan kegiatan Memastikan cakupan dan kualitas layanan BPNT
bagi keluarga 1000 HPK Kelompok miskin
30.3 | Hasil yang diharapkan a. Identifikasi sedini mungkin keluarga 1000

HPK kelompok miskin menerima BPNT
b. 100% keluarga 1000 HPK Kelompok
miskin menerima BPNT
C. 100% Keluarga 1000 HPK kelompok
miskin menggunakan BPNT untuk
pemenuhan kebutuhan pangan dengan
gizi seimbang

30.4 | Potensi menu kegiatan di a. Pemutakhiran data keluarga 1000 HPK

tingkat desa yang tergolong KK miskin

b.  Mengembangkan sistem agar prioritas
utama penerima BPNT adalah keluraga
miskin dengan 1000 HPK.

C. Melakukan advokasi kepada pemerintah
daerah jika terdapat KK miskin dengan
1000 HPK tidak mendapatkan BNPT
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d. Edukasijenis BPNT yang dapat

disediakan selain Beras dan Telur.

30.5

Kapan dilakukan

Setiap bulan saat penyaluran dana BPNT ke
KPM

30.6

Estimasi Anggaran

a. Setiap bulan setiap Rumah Tangga miskin

b. Jika di Simulasi 1 Desa memiliki 4 Dusun,

1000 HPK menerima BPNT Rp 110.000

yang di transfer ke rekening,

tiap dusun memiliki 4 ibu Hamil dan 25 ibu

baduta maka sasaran 1000 HPK per tahun

=4 Dusun X 29 ibu 1000 HPK = 116 Ibu .
Maka total anggaran Rp 110.000 X 116 rumah
tangga Miskin 1000 HPK X 12 bulan = RP
153.120.000

30.7

Bagaimana memastikan atau

memverifikasi

a. Form laporan Pendamping PKH
b. Form pemantaun KPM ( Kader

Pembangunan Manusia)

30.8

Pembagian beban kerja

a. Pendamping PKH bekerjasama dengan
Kader Posyandu untuk membantu dalam
monitoring konsumsi pangan gizi seimbang
rumah tangga miskin 1000 HPK . Jika ditiap
dusun ada 29 Rumah tangga miskin 1000 HP
maka rata- rata Kader Posyandu di tiap
dusun mengawasi 6 Rumah Tangga Miskin
1000 HPK

b. Pendamping PKH memberikan
pendampingan saat pelaksanaan FDS setiap
bulannya

c. KPM/ Kader Pembangunan Manusia
melakukan monitoring setiap bulan saat

posyandu maupun saat KR

30.9

Dimana bisa mendapatkan
BPNT

Transfer rekening atau di tempat yang telah di

tunjuk
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- 00000000
Lampiran 4. Format Laporan

A. Format Rekapan Laporan Bulanan

Sasaran Indikator Yang Seharusnya | Hasil Prosentase
di terima Pemantauan
Remaja Spesifik
Sensitif
Calon Spesifik
Pengantin/
Pasangan
Usia Subur
Sensitif
Ibu Hamil Spesifik
Sensitif
Anak usia di Spesifik
BAwah Lima
Tahun (Balita)
Sensitif
Keluarga Spesifik
Beresiko
Sensitif

Panduan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi
Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Desa



Hasil Pemantauan diisi sbb:

Hasil Yang diterima : Lihat di instrument indikator mana saja yang di terima tiap kelompok

usia.

Yang seharusnya didapat : semua untuk semua indikator berdasarkan kelompok umur.

B. Format Laporan Semesteran ( setiap 6 bulan)

HASIL CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN

Sasaran Indikator Yang Seharusnya | Hasil Prosentase
di terima Pemantauan
Remaja Spesifik
Sensitif
Calon Spesifik
Pengantin/
Pasangan
Usia Subur
Sensitif
Ibu Hamil Spesifik
Sensitif
Anak usia di Spesifik
Bawah Lima
Tahun (Balita)
Sensitif
Keluarga Spesifik
Beresiko
Sensitif
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